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ABSTRAKS
MARADIS PRISTIAWAN, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Brawijaya,
Akibat Hukum Perceraian Pegawai Negeri Spil Yang Dilakukan Tanpa Izin Dari
pejabat (studi normatif pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983
Jo. Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 1990 Berkaitan Dengan Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984), Ulfa Azizah,SH. MKn, Rachmi
Sulistyorini.,SH.MH.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan
perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Tetapi
kenyataannya banyak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tidak
melampirkan surat izin dari pejabat. Hakim yang memeriksa perkara perceraian
ini tetap melanjutkan pemeriksaan perkaranya, karena berdasarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 selama jangka waktu 6 bulan yang
bersangkutan tidak melampirkan surat izin dari pejabat maka pemeriksaan
perkaranya dilanjutkan. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan sinrkonisasi hukum
yang membuat masyarakat (khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil) kurang
memahami keabsahan dan akibat hukum perceraian tersebut.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keabsahan
perceraian yang dilakukan oleh Pegawa Negeri Sipil tanpa ada izin dari peabat
dan bagaimana akibat hukumnya terhadap perceraian tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (normatif legal
research) dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan
(statute approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach). Bahan hukum
dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan
dengan menghimpun bahan hukum dari berbaga literatur dan peraturan
perundang-undangan, dan dianalisa dengan menggunakan Interpretasi Gramatikal,
Interpretas Sistematis, dan Interpretasi Analogis.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa perceraian yang dilakukan oleh
Pegawai Negeri Sipil tanpaizin dari pejabat tetap sah. Perintah Mahkamah Agung
untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perceraian setelah  hakim
memperingatkan, dapat dianal ogikan bahwa perceraian boleh dilakukan tanpaizin
dari pegabat. Kewgjiban izin di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 hanya bersifat administratif untuk membina korps kepegawaian. Karena
hanya bersifat administratif maka akibat hukumnya pun bersifat administratif
yaitu berupa pengenaan salah satu hukuman disiplin berat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawal Negeri
Sipil.

Disarankan perlu adanya pembinaan dan sosialisasi kepada Pegawai
Negeri Sipil sehingga dapat memahami dan mengetahui perihal keabsahan
perceraian yang dilakukan tanpa izin dari pegjabat sehingga yang bersangkutan
tetap melaksanakan dan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak
merugikan dirinya atau orang lain (bekas isteri dan anak-anaknya). Pembuat
kebijakan juga harus mengkaji dan memperbaharui peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosiao@n politicon) yang tidak bisa hidup
sendiri. Oleh karena itu manusia membentuk kelork@démpok untuk
menjamin kelangsungan hidupnya. Di dalam kelompelktkpok tersebut
terdapat kelompok lebih kecil yang disebut dengeludrga. Sebuah keluarga
dibentuk melalui suatu lembaga yang disebut detegabaga perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahud P@rkawinan
terbentuk melalui sebuah ikatan lahir dan batira@nsuami dan isteri dengan
tujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau ruaradigd yang bahagia dan
kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Jadberdok sebuah keluarga
adalah juga menyatukan perbedaan-perbedaan yangaadacalon suami isteri
tersebut.

Dalam perjalanan sebuah keluarga biasanya tidalkasgang diharapkan.
Ada masalah-masalah yang menyebabkan perselisimanaasuami dan isteri.
Perselisihan seperti ini dapat menjadi masalah ysm@gs yang menyebabkan
suami atau isteri mengajukan gugatan perceraidtekgadilan Agama.

Bagi Pegawai Negeri Sipil, melangsungkan perkawinamaupun
perceraian tidak seperti masyarakat lain pada urgamBerlu adanya syarat-
syarat administrasi lain yang diatur dalam Perati@amerintah Nomor 10 Tahun
1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagjapai negeri Ssipil

(selanjutnya ditulis PP No. 10/1983) yang sebagiasalnya diubah kedalam



Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (selaguttitulis PP No.
45/1990).

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri selaiggaeta Tentara
Republik Indonesia dan anggota Kepolisian Repulbldoneia. Pegawai Negeri
adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syaray gitentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianghkasih pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabbggeri atau diserahi tugas
Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sespataturan perundang-
undangan dan digaji (Pasal 1 huruf a Undang-Unéorgor 8 Tahun1974).

Berdasarkan pasal 2 PP No. 10/1983, Pegawai Negil yang
melangsungkan perkawinan pertama secara tertujis mamberitahukan kepada
pejabat secara hirearki selambat-lambatnya satuntatetelah perkawinan
dilangsungkan. Hal ini juga berlaku bagi Pegaway@ieSipil yang telah menjadi
duda/ janda yang akan menikah lagi. Begitu jugagdenPegawai Negeri Sipil
yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh atau surat keterangan
terlebih dahulu dari pejabat. Pengajuan ini haastilis dan dicantumkan pula
alasan-alasan mengajukan perceraian (Pasal 3 PP10®2983 jo. PP No.
45/1990).

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat 1 dan 2 disgédshwa ketentuan
ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yak@rmamelakukan perceraian,
yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukanatgg perceraian (penggugat)
wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabsgdangkan bagi Pegawai
Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian tggat wajib memperoleh

surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelakukan perceraian.



Diwajibkannya permohonan izin atau surat keterangan pejabat ini
seakan-akan merupakan bentuk pelaksanaan daridgsasulitnya perceraian,
oleh karena itu sejauh mungkin perceraian harusndhinkan. Selain itu
mengingat bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unzanatéur negara, abdi negara,
dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan pailg bagi masyarakat
dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepadayran perundang-undangan
yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupdwlniarga.

Dalam PP No. 10/1983 tidak hanya Pegawai Negeii pg dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 saja yangslmeminta izin untuk
melakukan perkawinan dan perceraian. Ada pegavwgavp® lain yang
dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, yaita)Pggawai Bulanan di
samping pensiun; (b)Pegawai Bank milik Negara; €ggvai Badan Usaha milik
Negara; (d)Pegawai Bank milik Daerah; (e)PegawalaBalUsaha milik Daerabh;
(NKepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yamyetemggarakan urusan
pemerintahan di Desa (Pasal 1 huruf a angka 2 PRMDO83).

Sering Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permahocerai ke
Pengadilan Agama tidak meminta izin terlebih datké@pada atasan atau pejabat
yang berwenang memberikan izin tersebut. Hal teisddasanya dilakukan
karena tidak ingin perceraiannya tersebut berdamppala karir nya atau merasa
malu dengan rekan-rekan kerja sesama Pegawai Negdrikarena tidak dapat
mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Untuk memperjelas kewenangan Pengadilan dalamdvatikangan untuk

memeriksa dan memutus gugatan perceraian sertapenan beristri lebih dari

1 .
www.hukumonline.com



seorang dan juga sebagai petunjuk pelaksanaan PPON®83 maka Mahkamah
Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Ndndahun 1984
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan PemerintahoMN10 Tahun 1983
(selanjutnya ditulis SEMA No. 5/1984). Di dalam SEMo. 5/1984 ini, sebelum
memulai pemeriksaan di Pengadilan maka hakim metabkan Pegawai Negeri
Sipil untuk melampirkan surat izin dari pejabat ukntmelakukan gugatan
perceraian atau permintaan izin beristri lebih daorang. Untuk memberi waktu
kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan dari pejabat yang
dimaksud, maka hakim menunda siding selama-lamé@rfgaam) bulan dan tidak
diperpanjang lagi. Apabila dalam jangka waktu 6a(ehbulan Pegawai Negeri
Sipil yang mengajukan cerai atau permintaan izimsbtrelebih dari seorang tidak
mendapatkan izin dari pejabat dan tidak mencabuit sgugatan cerai dan
permohonan izin beristri lebih dari seorang mak&irhamemberi peringatan
dengan mengacu pada ketentuan PP No. 10/1983alsetehha-usaha tersebut
dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan pemeriksgann
Salah satu contoh kasus perceraian Pegawai Negali yang tidak

memperoleh izin terlebih dahulu adalah Putusan &®lan Agama Malang
dengan Nomor 275/Pdt.G/2007/PA.MIg jo. Putusan BReiten Tinggi Agama
Surabaya dengan Nomor 05/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Ddtasus ini pemohon
adalah seorang pegawai BUMN (dipersamakan denggawRe Negeri Sipil),
tetapi sampai perkara ini diputus oleh Pengadilagama, pemohon tidak
menyerahkan surat izin cerai dari atasan atau aejEbn yang berwenang
mengeluarkan izin tersebut. Kata “wajib” dalam P&sayat 1 PP No. 10/1983 jo.

PP No. 45/1990 berarti bahwa syarat administragfnperoleh izin perceraian



dari atasan harus dipenuhi oleh pihak yang mengajugermohonan cerai

tersebut. Sebagai salah satu syarat yang wajilmdipemaka apabila hal tersebut

tidak dipenuhi akan mempunyai akibat hukum tertentu

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan tersebut di ataka penulis

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1.

Bagaimana keabsahan perceraian Pegawai Negeriy8mgl dilakukan tanpa
memperoleh izin dari pejabat Berkaitan dengan SHdgdran Mahkamah
Agung Nomor 5 Tahun 1984.

Apa akibat hukum dari perceraian Pegawai Negeii g dilakukan tanpa

memperoleh izin dari pejabat.

Tujuan Pendlitian

Mengetahui sah atau tidaknya perceraian yang diakuoleh Pegawal
Negeri Sipil tanpa memperoleh izin dari pejabatkdigan dengan Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984.

Mengetahui akibat hukum yang timbul dari percerajang dilakukan oleh

Pegawai Negeri Sipil tanpa memperoleh izin daraipaj.

Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritik

Manfaat dari penulisan ini adalah hasil dari peiaglidiharapkan dapat
berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetanhu hukum pada

umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya besypembaca.



2. Manfaat Aplikatif

a.

Bagi peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah |bekavasan dan
pengetahuan bagi peneliti di dalam menumbuhkanaetm berpikir
dan menganalisa masalah yang timbul didalam masytara

Bagi kalangan akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi surgba pemikiran
dan masukan bagi pengembangan wawasan keilmuarsuddna
masalah perceraian terutama yang dilakukan olehvired\egeri Sipil.
Bagi masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikanwasan dan
gambaran bagi masyarakat terutama bagi Pegawai riNegal
mengenai hukum perkawinan khususnya mengenai jpancer

Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikanwasan dan
gambaran bagi Pemerintah dan pembuat kebijakamgggi nanti
dalam membuat peraturan perundang-undangan ataujakesb
kebijakan tidak bertentangan satu sama lainnya th@ilgan peraturan
yang lebih tinggi maupun peraturan-peraturan yatigpgkat, sehingga
peraturan-peraturan yang dibuat dapat dijalankaah ahasyarakat

secara tepat.



E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang baik shudah dipahami,
maka diperlukan suatu sistematika penulisan yanmarheAdapun sistematika
dalam penulisan ini akan dirinci pada bab-bab sadaeyikut :
Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang nisalmusan masalah,
tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yangliiimleh penulis berhubungan
dengan permasalahan yang diangkat.
Bab Il. Kajian Pustaka

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yanguiakan oleh penulis
guna mendukung analisis yang digunakan dalam piamelni. Teori-teori yang
digunakan antara lain :
a. Kajian tentang perceraian,
b. Kajian tentang Pegawai Negeri Sipil, dan
c. Kajian mengenai akibat hukum.
Bab Ill. Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang metode peareligang digunakan
oleh penulis dalam penelitian ini. Metode Peneditiarsebut terdiri dari metode
pendekatan yang digunakan, jenis dan sumber bahakunfy metode
pengumpulan bahan hukum, metode analisa bahan hulsemta definisi
operasional variabel.
Bab IV. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil anatiars interpretasi bahan

hukum yang telah diperoleh guna menjawab perumuosaselah. Penulis akan



membahas mengenai akibat hukum perceraian PegawgeriN Sipil yang
dilakukan tanpa memperoleh izin dari atasan.
Bab V. Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan uang telah diamkeh penulis dan
berisi saran-saran yang diberikan penulis terh&adap penelitiannya sehubungan
dengan permasalahan yang ada dalam penulisanishrips

Daftar Pustaka
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KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Perceraian
1. Pengertian

Perceraian merupakan peristiwa pengakhiran ikatéara suami dan isteri
disebabkan ketidakmungkinannya mempertahankanulean rumah tangda.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, Kat&naperceraian
senantiasa diatur olah hukum perkawinan. Sabda Nabhammad SAW
berbunyi “sesuatu yang halal tetapi tidak disukehdAllah SWT adalah talaq”.
Hukum Islam menganggap perceraian pada hakikatdgéata hal yang tidak
bailé oleh karena itu, hal-hal yang menyebabkan putuserkawinan karena
perceraian harus dihindari.

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena:
1. Kematian

Akibat meninggalnya salah satu pihak menyebabkamgate sendirinya
perkawinan terputus. Kejadian ini bagaimanapun pekan takdir llahi, karena
cepat atau lambat manusia akan kembali ke pangk@hMenurut hukum
Islam, jika salah seorang suami atau istri yanginggal terlebih dahulu, maka
perkawinannya putus tanggal saat terjadi kemaadhsseoarang suami atau istri

tersebut.

! H.M. Djamil Latief, Aneka Hukum Perceraian di Indonesthalia Indonesia, Jakarta, 1982,
hal.15

2 Martiman Prodjohamidjojddukum Perkawinan Indonesitndonesia Legal Center Publishing,
Jakarta, 2001, hal.41

3 Achmad IchsarHukum perkawinan Bagi yang Beragama Isl&radnya Pradita, Jakarta, 1986,
hal.48

* Lili Rosjidi, Alasan Perceraian Menurut UU No.1 Tahun 1974 tegtBerkawinanAlumni,
Bandung, 1983, hal.4
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Istri yang karena kematian suaminya dapat melakyeskawinan dengan
pria lain sesudah habis waktidah-nya. Antara keduanya terjadi saling
mempusakai; bila yang meninggal itu suami maka isgendapat pusakarya;
begitu pula kalau istri yang meningggal dunia msikami mendapat pusakariya.
2. Perceraian

Dalam hal perceraian, maka undang-undang perkawbeapegang teguh
untuk mempersukar terjadinya perceraian karenatuperkawinan sendiri adalah
untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, df@htera. Karena itu untuk
memungkinkan perceraian harus ada alasan-alagantteserta harus dilakukan
di depan sidang pengadilan.

3. Atas keputusan pengadilan

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan agatanya perkawinan
karena gugatan seorang istri yang melangsungkatawgran menurut agama
Islam, atau karena gugatan seorang suami istri yaglgngsungkan perkawinan
menurut agama dan kepercayaan bukan Islam, danagugaana dikabulkan
Pengadilan dengan suatu keputuSan.

Perceraian adalah terlarang, banyak larangan TdhanRasul mengenai
perceraian antara suami istri. Tak ada sesuatu hafad yang paling dimarahi
oleh Tuhan selaitalak (Al Hadist Rawahul Abu Daud, Hadist Syahih danhole

diriwayatkan (Nail al authar) oleh hakim yang mériiskan)® Perceraian juga

®> Achmad Ichsan, Op.Cit

® Loc.cit

" Ridwan Syahranimasalah-masalah Hukum Perkawinan di Indongalamni, Bandung, 1978,
hal 48.

8 M.idris Ramulyo,Tinjauan beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 tal@if4 Dar Segi
Hukum Perkawinan IslanHilleo, Jakarta, 1986, hal.68
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dapat diartikan sebagai putusnya suatu ikatan penka yang sah di hadapan
hakim di pengadilan berdasarkan peraturan yangherl

Perceraian hapus, jikalau satu pihak meninggalhgeteya ia juga hapus,
jikalau satu pihak kawin lagi setela mendapt izakim, bilamana pihak lainnya
meninggalkan tempat tingggalnya hingga sepuluhndamanya dengan tiada
ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawianan dapatpdisiean dengan perceraian.
Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengasgoutiekim, atau tuntutan
salah satu pihak dalam perkawinan®itu.
2. Bentuk-bentuk perceraian

Berdasarkan atas siapa yang mengajukan perceraigenadilan, maka
perceraian dibagi menjadi 2 yaitu:
a. Cerai Talak

Pengertian mengenai cerai talak terdapat dalaml p&sayat 1 Undang-
undang No.7 Tahun 1989 yaitu seorang suami yangghara Islam yang akan
menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepadgaglilan untuk meng-
adakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Menurut istilah, seperti yang dituliskat-Jaziri, talak adalah melepaskan
ikatan pall al-qaid) atau bisa juga disebut mengurangi elepasanni@¢agan
menggunakan kata-kata yang telah ditentuRan.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tdl97® juga diberikan
pengertian cerai talak, yaitu dalam pasal 14 yasrhunyi “Seorang suami yang

telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islang akan menceraikan

° SoebektiPokok-pokok Hukum perdatdakarta, 1982, hal.42

10 Al-jaziri dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal figan,Hukum Perdata Islam di Indonesia
Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikii) Mo0.1/1974 sampai KKHPrenada media,
Jakarta, 2004, hal. 207
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istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan dpatringgalnya, yang berisi

pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikanyiatdisertai dengan alasan-

alasannya sera meminta kepada Pengadilan agakdrad@ang untuk keperluan
itu.

Suami dapat membubarkan perkawinan dengan cara enduanb talak
kepada istrinya, dan terdpat 2 jenis talak y&itu:

1. Talakshorikh yaitu dengan perkataan yang jelas menunjukkaik,takperti;
perkataan talak cerai, pirak,serah, dan sebagatga dengan surat baik
dengan tulisan sendiri maupun dengan menyuruh ol@ngserta dibaca
dahulu olehnya dan disertai dengan niat menceragtenya. Talak shorikh
bisa jatuh sekalipun tanpa niat atau tidak sengagperti sambil bermain-
main karena marah yang dalam keadaan sadar kestadga dan sekalipun
tak ada saksi.

2. Talak dengarkinayah yaitu perkataan atau tulisan (surat) yang tide&s
menunjukkan talak, akan tetapi mirip-mirip akan okatalak. Talak kianyah
ini bisa sah (jatuh) kalau disertai niat dalam.hati
Berdasaran status talak, maka talak juga terbagjate

1. TalakRaj'i

Yaitu talak pertama dan talak kedua. TaRdg'i atinya suami dapat rujuk
kembali dengan isrinya dengan tiada perlu melakuys@rkawinan baru. Dala
talak pertama dan talak kedua, masih dapat diadakak kembali arinya isri

dapat diterima kembali oleh suaminya.

™ Moh. Anwar,Figih Islam Muamalah Munahakat. Faro’id & Jinavahukum perdata & pidana
Islam) Beserta Kaedah hukumnysd-Ma’ari, bandung, 1979, hal.99



13

Selama talak dijatuhkan dan selama masa terseiutidsak boleh kawin
lagi, sedangkan suami selama idah tersebut beriamdf
a. Memberi mut'ah ialah suatu pemberian denan maksud untuk
menggembirakan hati bekas istrinya, yang dapt lBenpgkaian, barang-
barang, ataupun uang.
b. Memberi nafkah, pakaian, tempat kediaman;
c. Membayar atau melunasi mas kawin, apabila dalankwpean belum
dibayarkan lunas;
d. Memberi nafkah bagi anak-anaknya dlam bentuk belamtuk keperluan
pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.
2. TalakBa'in
Yaitu talak tiga. Dalam talakba’in, tidak dimungkinkan untuk rujuk
kembali kecuali harus dengan melakukan perkawireamyybaru. Suami dapat
mengawini bekas istrinya kembali, apabila bekamig itu sudah kawin dengan
pria lain kemudian bercerai dan sudah habis ritakth-nya’®
Pengaturan mengenai talak ini juga terdapat dalasalpl19 dan pasal 120
Kompilasi Hukum Islam, di mana tal&&’in terbagi lagi ke dalam 2 jenis, yaitu;
a. TalakBa'in Shugra
Talak jenis ini adalah talak yang tidak boleh dikutetapai boleh dengan
akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipumddtkah.
b. TalakBa'in Kubra
Talak Ba'in Kubra adalah talak yang teradi untukidee kalinya. Talak jenis

ini tidak dapat dirujuk kembali dan tidak dinakdd@mbali dan tidak dinikahi

12 Achmad Ichsan. Op. Cit. hal 50.
13 Achmad Ichsan. Op. Cit. hal 51
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kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukateh bekas istri menikah

dengan oran lain dan kemudian terjadi percerbgda al dukhuldan habis masa

iddahnya.
Berdasarkan waktu menjatuhkan talak, terdapat Bpbejenis talak yang
diatur dalam pasal 121-122 Kompilasi Hukum Islaaifu;

1. TalakSunny

Talak sunnyadalah talak yang diperbolehkan yaitu talak yaipatuhkan
terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicangalam waktu suci tersebut;

2. TalakBid'i

Adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dipan pada waktu istri
dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan apcisudah dicampuri pada
waktu suci tersebut.

Waktu menjatuhkan talak itu diatur sebagai berfkut:

1. Tidak boleh seorang suami mentalak istrinya wakémempuan tersebut
sedang haid;

2. Tidak boleh mentalak istri yang telah suci daridnga dan sudah dicampuri
sesudah suci itu. Ada pula yang menambahkan dekgsmtuan bahwa
belum jelas hamil atau tidaknya istri itu;

3. Kalau terpaksa talak, waktunya diatur ialah sesymlmpuan itu suci dan
belum dicampuri;

4. Begitu banyak pendapat dalam kalangan Islam, bdisleh mentalak istri
yang telah terang hamilnya, artinya sudah suci kkamu dicampuri dan

menjadi hamil.

14 Sayuti ThalibHukum kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Uiskaim, Ul press, Jakarta,
1982, hal. 103
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Lebih lanjut juga dijelaskan dalam pasal 129 KoagiHukum Islam bahwa
seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepaimysés mengajukan
permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pelagadAgama yang
mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengansala serta meminta agar
diadakan sidang untuk keperluan itu.

b. Cerai Gugat

Di pengadilan agama pemintaan cerai yang datangstiardisebut dengan
cerai gugat. Hak untuk memohon memutuskan ikatakapenan ini dalam
hukum Islam disebukhulu’ yaitu perceraian atas keinginan pihak istri, sedang
suami tidak menghendaki.

Khulu’ ialah perceraian atas permintaan istri yang dikeamleh suami yang
disertai pembayaran kepada suaminya atau yangudisebmbeli talak. Syarat
yang menjadiillah untuk pembolehakhulu’ ialah suami istri itu tdak dapat lagi
menjalankan peraturan-peraturan Tuhan, kalau menekaskan hubungan
perkawinannya®
Syarat-syarathulu’ antara lain :

1. Yang menjatuhkan talak adalah suaminya, atas peaamnstri
2. Istrinya member sesuatu penghibur kepada suaminya
Ketentuan-ketentuan balgulu’:

1. Tidak boleh rujuk

2. lddah tetap ada

3. Suami berkewajiban memberi nafkah seladuah-nya

15 sayuti Thalib, Op.cit, hal 115.



16

Hal ini berbeda dengaflasakh yang merupakan hak istri untuk mengajukan
permohonan pembatalan nikah melalui peradilan adarena istri mendapatkan
penderitaan dari suaminya, dan perceraian tersipat dilaksanakan oeh hakim
dengan paksa walaupun tanpa izin dari suami. Pefaksfasakhadalah dengan
cara pihak yang merasa menemui cela prinsipil bettsatau mersa tertipu dalam
perkawinan itu mengajukan permintaan putusnya hgéourperkawinan kepada
Hakim Agama-®

Hukum Islam juga memberikan pengaturan mengeklaulu’, yaitu
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 148 KHIj yakn
(1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraiangda jalan khulu’,

menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agang mewilayahi

tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasannya;

(2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan mggih istri dan
suaminya untuk didengar keterangan masing-masing;

(3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama merkdueripenjelasan
tentang akibat khulu’, dan memberikan nasiha-nasipa;

(4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besdima atau tebusan,
maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentangbagi suami
untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Perngadhgama. Terhadap
penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banditeg&asasi;

(5) Peneyeleseaian selanjutnya ditempuh sebagaimang giatur dalam pasal

1 ayat (5);

16 sayuti Thalib, Op.Cit hal 117
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(6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang begartebusan atau iwad,
pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan seb@girpdiasa.
Sedangkan pengertian cerai gugat dalam pasal 182l agompilasi Hukum

Islam yaitu gugatan perceraian diajukan oleh &t kuasanya pada Pengadilan

Agama, yang daerah hukumya mewilayahi tempat tinggaggugat kecuali istri

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izmisua
Dalam pasal 20 Peraturan pemerintah Nomor 9 Talrd Hiatur bahwa

gugatan perceraian diajukan oleh suami atau idiau skuasanya kepada

Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

Selain bentuk perceraian yang telah diuraikan ds,aterdapat beberapa
bentuk perceraian yang, yaitu :

. Fahsiyah

Artinya kekejian, tetapi dalam hukum perkawin@msiyahlebih dikenal
dengan perzinaan. Salah satu pihak melakukan gerlzuta yang menimbulakan
saling tuduh menuduh antara keduatfya.

. Syigaq

Syigag ialah pertentangan antara suami dan istrinya. Kntu
membereskannya ialah harus dengan ikut campurnya keduarga dari kedua

belah pihak®

A’

lla’ ialah keadaan di mana seorang suami bersumpalk tedan

mencampuri istrinya. Kalau dia hendak meneruskahuhgannya kemabali

" Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Op Cit. hal 214
18 Moh.Anwar, Op.Cit Hal 109
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dengan istri, maka suami harus menebus denda suygddisebutkafarah),
yang berupa salah satu dari empat kesempatana daitar
a. Memberi makan sepuluh orang miskin menurut makag yeajar yang biasa
diberikan kepada keluarga.
b. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin.
c. Memerdekakan seorang budak, atau.
d. Berpuasa tiga hatf.
4. Zhihar
Zhihar hampir sama dengala’, yaitu seorang suami yang bersumpah
bahwa istrinya itu baginya sama dengan panggumngéwal ini berarti dia tidak
akan menyetububhi istrinya itu tetapi dalam bentakgylebih kejam.
Karafah atau denda untuk sumpatihar ialah dengan melukiskan salah
satu perbutan di bawah ini dengan berurut menunuttannya melihat
kesanggupan suami yang bersangkuatan, antara lain :
a. Memerdekakan seorang budak.
b. Puasa dua bulan berturut-turut, atau,
c. Memberi makan 60 orang miskf

5. Lran

Yaitu putusnya perkawinan karena suami menuduimystrmelakukan zina
dan si istri menolak tuduhan itu. Keduanya men@qmagendirian mereka dengan

sumpah.

19 sayuti Thalib, Op.Cit hal 112
2| oc.Cit
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6. Murtad
Kalau salah seorang dari suami istri keluar daanaag Islam atau murtad,
maka putuslah hubungan perkawinan mereka.
3. Alasan Perceraian
Istilah alasan-alasan peceraian tidak sama dengalahi sebab-sebab
perceraian. Kata “alasan” berasal dari kata “algahg berarti dasar atau
fondamen, sedangkan “sebab-sebab” perceraian,tibefantaran/lantaran apa
yang menyebabkan sesuatu terjadi, “ apa asal nmyasatapa permulaanny&®
Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke pdagaldarus disertali
dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengann-alasan yang telah
ditentukan dalm undang-undang perkawinan.
Ada beberapa kemungkinan yang dapat memicu teyfadgerceraian dalam
kehidupan rumah tangga, diantaranya,
1. Terjadinyanusyuzari pihak istri
Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang tisthadap
suaminya. Hal ini bisa terjadi di dalam bentuk pgaran perintah,
penyelewengan dan hal-hal yang dap menganggu keheam rumah tangga.
2. Nusyuzsuami terhadap istri
Kemungkinannusyuzternyata tidak hanya datang dari istri tetapi juga
datang dari suami. Selama ini sering disalahpatmhwanusyuzhanya datang
dari pihak istri saja. Keusyuzarsuami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian suami

untuk memenuhi kewiajibannya pada istri, baik nhafledir maupun batin.

L Martiman Prodjohamidjoyo, Op.Cit. hal.42
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Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangaWeénian tidak
diatur mengenai alasan-alasan perceraian tetammdglasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanadarig-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwaarakasan yang
menyebabkan perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemaiarkadat, penjudi, dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selan@ud)(tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah kdeena hal lain di luar
kemampuannya,;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (kata)n atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsungermi®ean lamanya lima
tahun dinilai cukup beralasan oleh karena wakta ltahun dianggap cukup
baik bagi kedua pihak untuk menentukan apakah penka mereka akan
diteruskan atau diakhiri. Penentuan waktu yang hlebama akan
menyebabkan penderitaan, bukan hanya bagi yangalaenhhukuman akan
tetapi juga yang paling utama bagi mereka yanggtitalkan;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengamiyzerat yang
membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau perdexkfan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suamilisteri

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi fisiisen dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalanah tangga.
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Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor intal975, alasan

perceraian juga ditur dalam Kompilasi Hukum Islayaitu diatur dalam pasal

116, antara lain :

1.

Salah satu berbuat zinah atau menjadi pemabuk,dsmzEenjudi dan lain-lain

sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;

. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamdu2)(tahun berturut-turut

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang salldtarena lain hal di luar

kemampuanya;

. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (tehah atau hukuman yang

lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiy@erat yang

membahayakan pihak;

. Salah satu pihak mendapat cacat bdan atau pengaekgan akibat tidak

menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

. Antara suami istri terus-menerus terjadi perseasilllan pertengkaran yang

tidak ada harapan lagi akan hidup lagi dalam rutanbga;

. Suami melanggar taklik-talak;

. Peralihan agama atau murtad yang menyebabakading@gaketidakrukunan

dalam rumah tangga.

Dalam hal taklik-talak dikenal adanya beberapa asmayang dengan

sendirinya talak suami jatuh, yakni :

1. Kalau suami meninggalkan istri selama tiga bulau debih jalan dara dan

tidak memeberikan nafkah.
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Kalau suami meninggalkan istri selama enam bulan kbih jalan laut dan
tidak memberikan nafkah.

Kalau suami menggantung istri dengan tidak bertsliatu kata kiasan yang
berarti suami tidak memperlakukan istri sebagaasgastri, tetapi juga tidak

menceraikannya.

. Kalau suami memukul istri sampau berbekas.

Alasan perceraian yang lain juga diatur dalam cadsnPerkawinan Kristen

Indonesia 1933/74 pasal 52 yang menyebutkan 6 (eaksan perceraian, yaitu

sebagai berikut:

a.

b.

Zinah

Meninggalkan istri atau suami dengan maksud jahat

Kena hukuman badan selama dua tahun atau lebihsdaab kejahatan
(perkara criminal), sesudah pernikahan terjadi

Luka berat atau penganiyaan sedemikian rupa ygueytuiat oleh si suami
kepada si istri atau sebaliknya, sehingga berbalaga jiwanya ataupun
sehingga mendapat luka-luka yang berbahaya

Adanya cacat-cacat pada tubuh, atau berpenyakiy yarjadi sesudah
berlangsung pernikahan sehingga bagi perkawinardald akan bermanfaat;
Hidup becekcok terus-menerus sehingga tidak dajgatcantara suami-istri.
Akibat Perceraian

Akibat-akibat dari perceraian perkawinan ialah batbgkas suami dan bekas

istri akan menjalani kehidupan sendiri-sendiri.
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Putusnya perkawinan karena perceraian berakibaa(B4 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974):

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihama chendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan abidkmnana ada
perselisihan mengenai pengusaan anak, pengadilabengutusannya;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya ipamn dan
pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bagekm kenyataan tidak
dapat member kewajiban tersebut, pengadilan dapaemukan bahwa ibu
ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suamik umemberikan
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajdwamekas istri.
Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam terdapaefagda akibat yuridis

yang disebakan oleh perceraian, antara lain :

1. Anak yang belunmumayyiderhak menndapatdhanahdari ibunya;

2. Anak yang sudamumayyizberhak memilih untuk mendapatkdadhanah
dari ayah atau ibunya;

3. Bila pemeganghadhanahtidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan
rohani anak maka kerabat dapat mengajukan permohkeaPengadilan
Agama untuk memindahkan hakdhanah

4. Semua biaydadhanahdan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut

kemampuannya sampai anak berusia 21 tahun.
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B. Kajian Tentang Pegawai Negeri Sipil

Kajian mengenai Pegawai Negeri diatur dalam Undandang Nomor 8
tahun 1974Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang RBlodlok
Kepegawaian. Pegawai negeri terdiri dari pegawajeriesipil dan anggota
Tentara Nasioanal Indonesia dan anggota Kepoligkapublik Indonesia.
Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai NegempilSPusat; Pegawai Negeri
Sipil Daerah; dan Pegawai Negeri Sipil lain yantetdipkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Replfdiknesia yang
setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukanmdadaraturan perundang-
undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yangdnang dan diserahi tugas
dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tuggariiéainnya yang ditetapkan
berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangahgadg menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian ini tidgdaskan apa itu
Pegawai Negeri Sipil. Tetapi dapat disimpulkan balregawai Negeri Sipil itu
adalah Pegawai Negeri selain Anggota Tentara Nakiodonesia dan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam PP 10/1983 selain Pegawai Negeri Sipil yamgakisud dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, ada pegawai jlamg dipersamakan
dengan Pegawai Negeri Sipil, yaitu Pegawai Buladansamping pensiun,
Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usah& iN#igara, Pegawai Bank
milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah kepeesa, Perangkat Desa,

dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemamni@dhDesa. Pegawai-
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pegawai tersebut ikut tunduk juga pada PP 10/198Bk& melakukan
paerkawinan maupun perceraian.
1. lzin Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Izin perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil diatutada PP No. 10/1983
Jo. PP No. 45/1990. Pegawai Negeri Sipil yang ngslangkan perkawinan
pertama wajib memberitahukan secara tertulis kegsgjabat melalui saluran
hirearki selambat-lambatnya satu tahun setelahapenian itu dilangsungkan.
Ketentuan wajib memberitahukan ini berlaku jugai Bagawai Negeri Sipil yang
telah menjadi duda/janda dan melangsungkan perkawayi.

Pejabat yang dimaksud diatas berdasarkan PasauflthBP No. 10/1983
adalah:
a. Menteri;
b. Jaksa Agung;
c. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen,;
d. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tingggara
e. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
f. Pimpinan Bank milik Negara;
g. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
h. Pimpinan Bank milik Daerah;
i. Pimpinan Badan Usaha milik Daerabh;
Prosedur pembuatan laporan mengenai perkawinarebtérsdiautr sebagai
berikut:
1. Laporan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil bexdas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974, dibuat dalam rangkap tigapyamtuk:
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a.Pejabat.

b.Kepala BAKN.

c. Arsip.

2. Laporan perkawinan untuk Pegawai Negeri Sipil ldilouat dalam rangkap
dua, yaitu untuk:

a.Pejabat.

b. Arsip.

Laporan perkawinan dilampiri dengan:
a. Salinan sah Surat Nikah/Akte Perkawinan.
b. Pasfoto hitam putih isteri/suami ukuran 3x4 cm.

Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih da&orang wajib memperoleh
izin lebih dahulu dari pejabat. Permintaan izinjukan secara tertulis, dengan
mencantumkan alasan lengkap yang mendasari peamiitia tersebut.
Syarat-syarat untuk beristri lebih dari seoranguyai
1. Syarat alternatif:

a. lIsteri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
b. Isteri mendapat cacat badan.
c. lIsteri tidak dapat memberi keturunan.
2. Syarat kumulatif:
a. Ada persetujuan tertulis dari isteri/isteri-isteri.
b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan memgiupgnghasilan
cukup.

c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus dagréindak secara adil.
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Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untulemadi isteri kedua/

ketiga/ keempat seorang Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi isteri kédwiga/ keempat pria

yang bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperolsh terlebih dahulu dari

pejabat. Permintaan izin dapat diajukan secarali®ridisertai alasan lengkap

yang mendasari permintaan izin tersebut. Permintaamiajukan kepada pejabat

melalui saluran hirearki.

Adapun syarat yang harus dipenuhi ialah:

1.

Tidak bertentangan dengan ajaran/ peraturan ag&ep®rcayaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya.

Ada persetujuan tertulis dari isteri calon suanmgydibuat secara ikhlas
Calon suami mempunyai penghasilan yang cukup.

Ada jaminan dari calon suami, bahwa ia akan berkatil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak.

Pegawai Negeri Sipil dapat dijatuhi hukuman disipliberupa

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaadirs sebagai Pegawai

Negeri Sipil apabila:

1.

2.

Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terldatulu dari pejabat.
Beristeri lebih dari seorang tanpa memperolehlerh dahulu dari pejabat.
Menjadi isteri kedua/ ketiga/ keempat dari suanmgybukan Pegawai Negeri
Sipil tanpa memperoleh izin terleih dahulu darigpeait.

Melakukan hidup bersama dengan pria/ wanita di lkatan perkawinan
yang sah dan setelah mendapat peringatan tertalis mejabat tidak

menghentikan perbuatan itu.
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2. Prosedur Permohonan | zin Perkawinan

a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri |edaini seorang mengajukan

permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat ymmgenang. dengan

alasan bukti alasannya.

b. lzin untuk beristri lebih dari seorang hanya dagdgerikan oleh pejabat

apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syaeaihattf dan ketiga syarat

kumulatif yaitu;

1. Syarat alternatif.

a.

Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagjai dalam arti
istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniatkesekian rupa
yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat emem
kewajibannya secara biologis maupun kewajiban ia@nnyang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemérinta

Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yadgk dapat
disembuhkan dalam arti bahwa istri menderita pemhy@dan yang
menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangkkter
Pemerintah.

Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah ke#nisekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan sWketierangan

dokter Pemerintah.

2. Syarat Kumulatif.

a.

Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara iklak ostri Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan, yang disyahkan atasan Pegawai
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Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendaheyabat eselon
V.

b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan memgiymgnghasilan
yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang idain anak-
anaknya yang dibuktikan surat keterangan Pajaktesiign.

c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil prigang
bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadapsigi dan anak-
anaknya, menurut contoh sebagai tersebut lampitdnS¥ Kepala
BAKN No. 08/SE/1983.

c. Keputusan Pejabat dapat berupa :
1. Penolakan pemberian izin apabila :

a. Bertentangan dengan ajaran/ peraturan agama yangtdya/ keper-
cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihagatiny

b. Tidak memenuhi salah satu syarat alternatif danuserayarat
kumulatif.

c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undanggrbgaaku.

d. Alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristri ledaini seorang
bertentangan dengan akal sehat.

e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedingang
dinyatakan dengan surat keterangan. dibuat menurut.

2. Pemberian izin apabila :
a. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan aganm dianutnya/

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yangatiityzy
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b. Telah memenuhi salah satu syarat alternatif danuaemsyarat
kumulatif.

c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-gadalyang
berlaku.

d. Alasan-alasan yang dikemukakan dapat diterima deakal sehat.

e. Tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kedinagang

dinyatakan dengan surat keterangan.

3. lzin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 10/1983 jo. PP Ndé199® Pegawai
Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wagmmeroleh izin dari pejabat.
Kata “wajib” disini berarti harus dilakukan olehhpk terkait. Dalam surat
permohonan cerai tersebut harus pula di cantumkearaalasan yang dijadikan
dasar untuk melakukan perceraian.
Yang dapat dijadikan alasan yang sah untuk melakpkeceraian adalah :
1. Salah satu pihak berbuat zina yang dibuktikan denga

a. Keputusan Pengadilan.

b. Surat Pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (daagosaksi yang telah
dewasa yang melihat perzinahan itu, yang diketableh Pejabat
serendah-rendahnya Camat.

c. Perzinahan itu diketahui oleh (suami atau istesn)ghn tertangkap tangan.
pihak yang mengetahui segera membuat laporan.

2. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atauugieypng sukar

disembuhkan, yang dibuktikan dengan :



31

a. Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yandh tdlwasa yang
mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejglang berwajib
serendah-rendahnya Camat .

b. Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang neemgkan bahwa
menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan takfjadi pemabok,
pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan/ diperb

3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selan@ud)(tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah kdeena hal lain diluar
kemampuannya/kemauannya yang dibuktikan dengarnt parayataan dari
Kepala Kelurahan/ Kepala Desa yang disahkan olghbReyang berwajib
serendah-rendahnya Camat.

4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lieda)n atau hukuman
yang lebih berat secara terus menerus setelahvped@ berlangsung yang
dibuktikan dengan keputusan Pengadilan yang telampunyai kekuatan
hukum yang tetap.

5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengamayerat yang
membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan iigt Repertum dari
dokter Pemerintah.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi fisiisen dan pertengkaran
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi datamah tangga, yang
dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala néalan/ Kepala Desa
yang disyahkan oleh pejabat yang berwajib serenelathahnya Camat.

Alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakigate akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri tadgdat menjadi dasar untuk
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memberikan izin perceraian. Pegawai Negeri Sipitigydelah mendapat izin
untuk perceraian, apabila telah melakukan peraerndéiga wajib melaporkannya
kepada Pejabat melalui saluran herarkhi selamba#tdtnya 1 (satu) bulan
terhitung mulai tanggal perceraian itu, menuruttcbrdalam lampiran VIl Surat
Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983 dan dilampirirsat syah surat cerai/

akta perceraian.

4. Pembagian Gaji

a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS Priakamia wajib
menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupansbiekeri dan anak-
anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka 1/3 gaimayptuk PNS Pria yang
bersangkutan, 1/3 untuk bekas istri dan 1/3 unhdkaang diterimakan
kepada bekas istri.

2.Apabila perkawinan tidak dikaruniai anak, maka ghiagi dua yaitu %2
untuk PNS Pria yang bersangkutan dan %2 untuk bstasya.

3.Apabila anak mengikuti PNS Pria yang bersangkutakampembagian
gajinya 1/3 untuk PNS Pria yang bersangkutan, ht8kubekas istri dan
1/3 untuk anak yang diterimakan kepada PNS prig yensangkutan.

4.Apabila anak yang mengikuti PNS yang bersangkutan chengikuti
bekas istri maka 1/3 gaji yang menjadi hak analagliimenurut jumlah
anak.
b. Hak atas bagian gaji sebagai tersebut tidak berdgkbila perceraian terjadi

atas kehendak istri, kecuali istri meminta ceraeka dimadu dan atau suami
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berzina atau melakukan kekejaman atau penganiapeasat baik lahir
maupun batin istri dan anak atau suami menjadi pekjapemadat dan
penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami takahinggalkan istri
selama 2 tahun berturut turut, maka sesudah p@&neterjadi bekas istri
tersebut berhak atas bagian gaji bekas suami.

Apabila bekas istri kawin lagi maka tidak berha&ksabagian gaji terhitung
mulai bulan berikutnya bekas istri kawin lagi daagian gaji tersebut
dibayarkan lagi kepada PNS yang bersangkutan. Apaemua anak ikut
bekas istri tersebut maka, sepertiga gaji tetagadehak anak tersebut yang

diterimakan kepada bekas istri tersebut.

5. Sanks

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan PP184983 jo. PP

No. 45/1990, dijatuhi salah satu hukuman disiplimgkat berat berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentargfi®an Disiplin Pegawai

Negeri Sipil (selanjutnya ditulis PP No. 30/198Banksinya adalah:

a.

Panurunan pangkat pada pangkat yang setingkat tebifiah untuk paling

lama satu tahun.

Pembebasan dari jabatan.

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permineadirs sebagai Pegawai

Negeri Sipil.

Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PegaxgariNSipil.
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C. Kajian Akibat Hukum

Hukum memberikan kualifikasi-kualifikasi terhadapblingan-hubungan
tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkkalkiian oleh hukum ini, maka
menjadilah hubungan-hubungan ubungan hukum.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkdéehoadanya suatu
hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikard&akewajiban yang
telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga kdi@amggar akan berakibat,
bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut dkanpengadilan. Suatu
hubungan pergaulan persahabatan biasa sepertirifak@ untuk menonton
bioskop bersama tidak membawa akibat hukum. Namagara non hukum
misalnya ganjalan dan tidak enak dari orang yajamjian bisa saja terjadf.

Akibat hukum juga dapat timbul akibat tidak terpleimya unsur-
unsur/syarat-syarat yang telah ditentukan dalamtusygeristiwva hukum.
Syarat/unsur ini terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1. Syarat/Unsur Subyektif

Syarat/unsur subyektif mengatur tentang pelakuuspatbuatan hukum
(subyek hukum) beserta keadaan yang melekat kepad&abagai contoh: dalam
perjanjian jual-beli salah satu unsur subyektifra@alah adanya penjual dan
pembeli dengan keadaan mampu berbuat hulanbekwam held apabila salah
satu dari penjual/pembeli ternyata tidak mempurkggakapan bertindak baik
disebabkan karena usia yang belum dewasa atauabdaéain pengampuan, maka

syarat subyektif dalam perjanjian jual-beli tergeimak terpenuhi.

% Dr. Soedjono Dirdjosisword®engantar llmu HukurPT. RajaGrafindo, Jakarta , 2003
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Syarat/unsur Obyektif mengatur tentang perbuatdauripbyek hukum
yang dilakukan berserta keadaan yang melekat dkmiya.

2. Syarat/unsur Obyektif

p1-e-qn-A1031s0daJ VAVIIMYYS (@&,

SVLISYIAINDN
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METODE PENELITIAN

A. JenisPendlitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (normatif legal
research), dimana penulis melakukan pengkaian atas norma/aturan hukum
sebagai landasan untuk menjawab permasalahan yang telah dijabarkan oleh

peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Daam menyusun karya ilmiah ini, peneliti menggunakan beberapa
pendekatan (approach) dalam mengkaji permasal ahan, beberapa pendekatan yang
digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan
(statute approach). Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti melakukan
pengkajian masalah berdasar pada produk-produk hukum yang berkaitan dengan

permasal ahan yang diangkat oleh peneliti

C. Jenisdan Sumber Bahan Hukum
Jenis/bentuk bahan hukum/pustaka dalam penelitian ini adalah:
1. Buku/monograf
Dalam pendlitian ini penulis menggunakan literatur berupa buku-buku milik
pribadi dan buku-buku yang dipinjam dari Perpustakaan Pusat Universitas
Brawijaya maupun PDIH.

2. Bahan non buku

36
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Dalam penelitian ini, selain menggunakan literatur buku penulis juga

menggunakan bahan pustaka yang tercetak berupa peraturan perundang-

undangan.

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian

ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

a

b.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk

Pel aksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum

primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adal ah:

a

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43
Tahun1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2007 Tentang
Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian 1zin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawa Negeri Sipil dl Lingkungan Departemen Dalam
Negeri.

Kompilast Hukum Islam.
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f. Pendapat ahli hukum.

g. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum di luar bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian. Bahan hukum
tersier dalam penditian ini adalah Jurnal, artikel, maaah maupun
berbagai bentuk karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan

penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan menghimpun bahan hukum
dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang
diperoleh kemudian dikumpulkan, dipelgari, serta dikutip dari berbagai sumber
seperti literatur, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, artikel, jurnal,
makalah, kliping koran atau majalah yang berkaitan dengan permasalahan. Studi
kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup kuat
untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Untuk dikaji lebih lanjut sesuai

dengan permasalahan yang ada agar diperoleh pemecahan yang jelas.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisa bahan hukum yang dipakai peneliti dalam menganalisa
permasal ahan adal ah dengan menggunakan:
1. Interpretasi Gramatikal
Dengan interpretasi gramatikal ini penulis menafsirkan menurut tata bahasa

sesual dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam PP
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No. 10/1983, PP No. 45/1990,dan SEMA No. 5/1984. Dalam kegiatan
penafsiran ini peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan
segala sesuatu yang menyangkut mengena kegelasan pengertian dengan
mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut.

. Interpretasi Sistematis

Dengan interpretasi sistematis ini penulis melakukan penafsiran dengan
menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-
norma hukum yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan penulis
dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan
antara pasal yang satu dengan pasal yang lain yang terdapat dalam PP No.
10/1983, PP No. 45/1990,atau SEMA No. 5/1984, tujuannya agar makna yang
terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada
keraguan sama sekali.

. Interpretasi Analogis

Dengan interpretasi analogis ini penulis memberi kiasan atau analogi terhadap
Pasal 3 ayat 1 PP No. 10/1983 Jo. Pasal 1 angka 1 PP No. 45/1990 dan
ketentuan yang terdapat dalam SEMA No. 5/1984, sehingga suatu peristiwa

dianggap sama artinya dengan ketentuan pasal dan ketentuan tersebut.

. Definis Konseptual
. Akibat hukum dalam penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan dari
perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tanpaizin dari pejabat.

Akibat ini berupa sanksi-sanksi serta hak dan kewajiban.
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. Perceraian adalah merupakan peristiwa pengakhiran ikatan antara suami dan
isteri disebabkan ketidakmungkinannya mempertahankan keutuhan rumah
tangga.

. Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pegawal
Badan Usaha Milik Negara (yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil)

laki-laki, beragama I slam, yang mengajukan permohonan perceraian.

. Pgabat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pimpinan Badan Usaha

Milik Negara.

. lzin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah izin yang dikeluarkan oleh
pejabat terkait yang bersifat mengabulkan atau menolak permintaan izin cerai

yang digjukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Produk Hukum yang Mengatur tentang Per ceraian Pegawai Negeri Sipil

Dalam tulisan ini penulis mengkaji pasal 3 ayatPLNb. 10/1983 dan PP
No. 45/1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan PRMWHO83 dan SEMA No.
5/1984. Sebelum mengkaji aturan-aturan tersebutanhakus dipahami terlebih
dahulu apa yang dimaksud dengan Peraturan Penterifiagsi Peraturan
Pemerintah, dan materi muatan Peraturan Pemersaidh apa yang dimaksud
dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnydisdiSEMA), landasan
hukumnya, dan apa yang diatur didalamnya.
1. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundara;igad yang
dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan Undardghn berdasarkan
ketentuan pasal 5 ayat 2 UUD 1945 (sebelum dandabsperubahan) yang
menentukan sebagai berikut:

“‘Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk jai@nkan
Undang-Undang sebagaimana mestinya”

Peraturan Pemerintah ini berisi peraturan-peratwnatuk menjalankan
Undang-Undang, atau dengan perkataan lain Peraieamerintah merupakan
peraturan-peraturan yang membuat ketentuan-ketendaédam suatu Undang-
Undang bisa berjalan atau diperlakukan. Suatu BaratPemerintah baru dapat

dibentuk apabila sudah ada Undang-Undangnya, te@puupun demikian suatu

41
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Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun daladang-Undangnya tidak
ditentukan secara tegas supaya diatur lebih lalajlaim Peraturan Pemerintzh.
Berdasarkan ketentuan tersebut jelas kiranya b&lelvaradaan Peraturan

Pemerintah hanya untuk menjalankan Undang-Undarmd.iil berarti, secara

yuridis konstitusionnal tidak ada satupun Perati®amerintah yang dikeluarkan

dan/atau ditetapkan oleh Presiden di luar perigiath Suatu Undang-Undang.

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan, daiard

a. Jika ada Suatu Peraturan Pemerintah dikeluarkan ditetapkan oleh
presiden tanpa terlebih dahulu ada perintah dasitusWndang-Undang.
Dengan kata lain atas inisiatif sendiri, Presidea-tiba meenerbitkan suatu
Peraturan Pemerintah dan materi muatan dai Penaieaerintah tersebut
sifatnya adalaimandiri, maka hal itu bukan merupakan kompetensi Presiden
untuk membentuk Peraturan Pemerintah tersebut. kKtangi itu sudah
terangkum di dalam Peraturan Pemerintah Penggamdahf-undang yang
dikeluarkan dan ditetapkan oleh Presiden jikalaa laal-ikhwal kegentingan
yang memaksa.

b. Keberadaan Pemerintah yang semata-mata untuk aekga Undang-
Undang sebagaimana mestinya merupakan langkah uné&mterjemahkan
suatu ketentuanyang terdapat di dalam suatu Undadgng kedalam
ketentuan-ketentuan yang lebih konkrit dan impletatgin Hal ini mengingat
ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam suatdatirUndang pada
umumnya masih bersifat sangat luas. Pendek kat@upan Pemerintah itu

diterbitkan karena sifat dari suatu Undang-Unddagrengatur hal-hal yang

%3 Maria Farida Indrati Sllmu Perundang-Undangatanisius, Yogyakarta, 2007, him. 194.
24 B. Hestu Cipto Handoyd®rnsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akauig,
Universitas Atma jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2048). 110-113.
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masih dalam tataran umum, luas, dan abstrak sehipgdu diterjemahkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yahbip lteknis dan
spesifik, sehingga dapat dilaksanakan dengan Baitlaturan Pemerintah pada
hakikatnya merupakan pedoman pelaksanaan dan te&gissuatu Undang-

Undang.

. Secara teoritis Presiden sebagai pemegang kekuasksekutif pada

hakekatnya adalah organ pelaksana Undang-Undamip Sabab itu untuk
melaksanakan suatu Undang-Undang, Presiden penber&kan petunjuk
bagi jajaran eksekutif termasuk masyarakat baganmalaksanakan suatu
Undang-Undang itu dengan baik, benar, tepat dasi&im

. Merumuskan suatu Undang-Undang pada hakekatnya dangan langkah
untuk merumuskan suatu konsep dasar dalam menasgatu permasalaha
hukum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakditabgsa dan bernegara.
Bahkan ada kemungkinan merumuskan suatu UndangrAgndama saja
merumuskan suatu norma hukum baru dalam masyaflait.sebab itu hal-
hal yang bersifat spesifik (khusus) dan teknis dateenanganan masalah dan
norma hukum itu tidaklah mungkin mampu dirangkurmasa lengkap dalam
suatu Undang-Undang. Keberadaan Peraturan Penhmeryatag ditetapkan
oleh Presiden sangat dibutuhkan untuk dipergunagebagai pedoman
pelaksanaan dan teknis yang lebih rinci dari siatdang-Undang. Dengan
demikian sebenarnya Peraturan Pemerintah hanyargdipgkan untuk
pedoman melaksanakan norma hukum yang terdapalamdsuatu Undang-

Undang. Sehingga suatu Peraturan Pemerintah vyark tidak akan



44

merumuskan suatu norma hukum yang baru diluar gadgh dirumuskan di
dalam Undang-Undang-nya.

. Ditinjau dari aspek kelembagaan, organ negara yaemegang kekuasaan
membentuk Undang-Undang adalah Dewan PerwakilagdRaRalam hal ini
publik sudah memahami bahwa anggota-anggota DewanakRilan Rakyat
berasal dari partai politik yang cara pandang dagrpikir untuk
menyelesaikan suatu persoalan kehidupan masyarafiagsa dan negara
sifatnya generalis Bahkan jika dilihat dari komposisi keanggotaannyga
berasal dari orang-orang yang memiliki latar betgkalisiplin ilmu yang
berbeda-beda (kalaupun para anggota Dewan Perwdkdkyat ini memiliki
ilmu yang cukup memadai). Kondisi yang delikiarahiyang mengakibatkan
hasil rumusan pasal-pasal di dalam suatu Undangstindsering masih
bersifatgeneralis artinya belum implementatif dan spesifik. Oleliage itu
keberadaan Peraturan Pemerintah masih sangat ldkamtudalam rangka
mengimp;ementasikan ketentuan-ketentuan dalam pea#tiuran perundang-
undangan yang masih sangat generalis itu. Presldanpara pembantunya
tentu memiliki sumber daya manusia yang sangat ukeme untuk
merumuskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalztusUndang-Undang ke
dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah memiliki beberapa karakteriatitara lairf
. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpebtbrdahulu ada Undang-

Undang yang menjadi ‘induknya’.

% A. Hamid S. AttamimiPembentukan Undang-Undang Indonesia. Beberapa &atéang
Memerlukan Perhatian"Makalah disampaikan pada Seminar Keuangan Neg&apdika,
Jakarta 18 Maret 1989.
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b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan isgi#fana apabila
Undang-Undang yang bersangkutan tidak mencantuséaksi pidana.

c. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambmhh mengurangi
ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.

d. Untuk ‘menjalankan’, menjabarkan, atau merinci kaetan Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentdadang-Undang
tersebut tidak memintanya secara tegas-tegas.

e. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah beridtyran atau gabungan
peraturan dan penetapan: Peraturan Pemerintahiietat penetapan semata-
mata.

2. Fungs Peraturan Pemerintah

Sebagal peraturan yang mendapatkan delegasi datargrAJndang,
fungsi Peraturan Pemerintah adalah menyelenggafkan:

a. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-bimdgang tegas-tegas
menyebutnya.

Fungsi ini adalah sesuai dengan ketentuan dalaal pasyat 2 UUD
1945 (sebelum dan sesudah perubahan) yang menersettagai berikut:

“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk jad@nkan
Undang-Undang sebagaimana mestinya”

Dalam hal ini Peraturan Pemerintah harus melaksanaemua
ketentuan dari suatu Undang-Undang yang secara tegainta untuk diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b. Menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuain kalam Undang-

Undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegagebamya.

% Maria Farida Indrati S., Op. cit, him 221-223.
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Apabila suatu ketentuan dalam Undang-Undang mekReeriu
pengaturan lebih lanjut, sedangkan di dalam ketenttersebut tidak
menyebutkan secara tegas-tegas untuk diatur delPgeaturan Pemerintah,
maka Presiden dapat membentuk Peraturan Pemersefadnjang hal itu
adalah pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undanggbut. Pelaksanaan
ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak tegastegamerintahkan ini
dilandasi suatu kenyataan, bahwa dalam pasal 5 2ydtUD 1945 telah
merupakan delegasi kepada setiap Peraturan Peaftetintuk melaksanakan
Undang-Undang.

3. Materi Muatan Peraturan Pemerintah

Sesuai dengan sifat dan hakikat dari suatu Peratdeamerintah, yang
merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undangy gderaturan yang
melaksanakan suatu Undang-Undang, maka materi m&aaturan Pemerintah
adalah seluruh materi muatan Undang-Undang tetdatas yang dilimpahkan,
artinya sebatas yang perlu dijalankan atau disgemadian lebih lanjut oleh
Peraturan Pemerint&h.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mersmtapkhwa;
“materi muatan Peraturan Pemerintah berisi matetukumenjalankan Undang-
Undang sebagaimana mestinya”.

Dalam penjelasan pasal 10 dirumuskan, bahwa yamgkdud dengan
“sebagaimana mestinya” adalah materi muatan yamagurdidalam Peraturan
Pemerintah tidak boleh menyimpang dari meteri ydregur dalam Undang-

Undang yang bersangkutan.

27 1bid, him. 249.
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4. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), Landasan Hukum SEMA, dan
Is SEMA

SEMA merupakan salah satu produk hukum Mahkamahnégielain
Perturan Mahkamah Agung (PERMA). Bahkan kalau dibsgkan dengan
PERMA, jumlah atau kuantitas SEMA jauh lebih bé&ar.

Sejarah mencatat, sejak tahun 1951, Mahkamah Aguelgh
mengeluarkan atau menerbitkan SEMA yang dikenagj@eSEMA No. 1 Tahun
1951, tanggal 20 Januari 1951, Perihal: TunggakerkaPa Pada Pengadilan
Negeri. Itulah salah satu fakta historis SEMA yalitgrbitkan pada tahun 1951.
Sejak itu, bermunculan SEMA rata-rata 5 sampai &lpada setiap tahun. Ada
yang bberisi petunjuk saja. Ada yang berisi tegwatau peringatan semata ada
pula yang sekaligus berisi teguran dan perintalg yiiiparengi dengan petunjuk.

Berdasarkan fakta sejauh ini, sejak tahun 1951 [siaiak Agung
memiliki kekuasaan powel) dan kewenangana(thority) menerbitkan SEMA
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 fig¢e®hkamah Agung
Indonesia (sekarang diatur dalam Undang-Undang Mofdb Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung). Kekuasaan dan kewenarngaticantumkan pada
pasal 131, yang berbunyi:

“Jika dalam jalan Pengadilan ada soal yang tidalatir dalam Undang-
Undang, maka Mahkamah Agung dapat menetukan sdaagsug bagaimana
soal itu harus dibicarakan.”

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 131 Undang-Uhgd&lomor 30 Tahun

1950, eksistensi SEMA sejak tahun 1950 memilikidesan legasitade@ality)

8 Berdasarkan data yang dihimpun MARI 2002
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secara konstitusional sehingga isi maupun petupguig digariskan didalamnya

mengikat untuk ditaati dan diterapkan oleh hakim Bangadilari’

Pada saat sekarang, landasan hukum kekuasaan daenakgan
Mahkamah Agung menerbitkan SEMA diatur pada pagalagat 4 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agang Yerbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang member petunjuk, teguramau
peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilanseimua lingkungan
peradilan”.

Ketentuan ini secara substansial pada prisnsipmayaasdengan yang
terkandung pada pasal 131 Undang-Undang Nomor BOnRT&950:

a. Member kekuasaan dan kewenangan kepada MahkamalmgAguatuk
mengeluarkan atau menerbitkan SEMA;

b. Isi yang dituangkan didalamnya dapat berisi petkirteguran atau peringatan
maupun perintah;

c. Bisa berlaku umum untuk semua lingkungan peraditatgpi boleh juga
diterbitkan SEMA yang hanya berlaku kepada satgklimgan peradilan
tertentu.

5. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 Tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil

Secara prinsipal yang disebut sebagai peraturam@ang-undangan jika
sesuatu ketentuan itu berisi norma-norma/kaidatiakayang bersifat dan berlaku
mengikat umum. Artinya berisi aturan tingkah lakang harus diindahkan dan

dipatuhi ataupun yang dilaksanakan oleh setiapgdpadan tanpa kecuali. Suatu

%M. Yahya Harahapgekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dainjRean
Kembali Perkara Pedat&inar Grafika, Jakarta, 2008, him. 175.
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peraturan perundang-undangan menghasilkan perayaragn memiliki cirri-ciri

sebagai berikut?

a. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikmerupakan
kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas

b. Bersifat universal. la diciptakan untuk menghadagiistiwva-peristiwa yang
akan datang yang belum jelas bentuk konkritnyahQarena itu ia tidak
dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-persstavtentu saja.

Karena bersifat dan berlaku umum, maka peraturanndang-undangan
harus mengindahkan landasan-landasan bagi kebarddagkekuatannya. Dalam
kaitannya dengan hal ini, maka suatu peraturannp@ng-undang yang baik
sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasanfuy#éandasan filosofis,
landasan sosiologis, dan landasan yuritis.

PP No. 10/1983 dan PP No. 45/1990 adalah peratpeanndang-
undangan berfungsi mengatur lebih lanjut peratyarundang-undangan lain
yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah UU No. 1729 Oleh karena itu di dalam
PP No. 10/1983 Jo. PP No. 45/1990 harus ada lamd@isaofis, landasan
sosiologis, dan landasan yuridis yang terdapaaldind Peraturan Pemerintah ini.
a. Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmuntang kebijaksanaan.
Berdasarkan akar kata seperti ini, maka arti fligstdak lain adalah sifat-
sifat yang mengarah pada kebijaksanaan. Karenatikimmmatkan pada sifat

akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain ddglandangan hidup suatu

%0 satjipto Rahardjo)mu Hukum Alumni, Bandung, 1986, him. 113.
31 B. Hestu Cipto Handoyo, Op. cit, him. 62.
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bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang &ienilai-nilai yang baik dan
tidak baik?

Nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijung tinggi yang meliputi
nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiagigjusitas dan berbagai
nilai lain yang dianggap baik. Penilaian mengerak,bbenar adil dan susila
sangat tergantung dari takaran yang dimiliki olefats bangsa tertentt.
Takaran yang dimaksud disini tidak lain adalah ekusudaya dan religiusitas
dari bangsa yang bersangkutan.

PP No. 10/1983 dan PP No. 45/1990 adalah Peratiesmerintah yang
ditujukan khusus untuk Pegawai Negeri Sipil yangrakelakukan perceraian
atau perkawinan. Pada dasarnya landasan filoso@dugk Peraturan
Pemerintah ini adalah sama. Karena PP No. 45/19%9@pakan perubahan
dari PP No. 10/1983. Landasan filosofis Peraturamd?intah ini terdapat
dalam konsiderannya yang dijelaskan dalam Penjel&R No. 10/1983
bagian “umum”. Landasan filosofisnya adalah bahwgawai Negeri Sipil
adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Madiyarakat yang harus
menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalagkaim laku, tindakan, dan
ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yataklb Untuk dapat
melaksanakan kewajiban yang demikian itu, makadckgian Pegawai Negeri
Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluargagyserasi, sehingga setiap
Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasngak tiakan banyak

terganggu oleh masalah-masalah dalam keluargamgfaub8ngan dengan

*2pid, him. 64.

% H. Rojidi RanggawidjajaPengantar llmu Perundang-Undangan Indonesiandar Maju,
Bandung, 1998, him. 43.

34 B. Hestu Cipto Handoyo, Loc. Cit.



51

contoh dan keteladanan yang harus diberikan olefawa Negeri Sipil
kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Peddsgmri Siplil
dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi.

b. Landasan Sosiologis
Peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilgpashkari gejala sosial
yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu agaroteh suatu pengaturan
(melalui produk hukum) yang komprehensif dan imégmaka dalam
membentuk suatu peraturan perundang-undangan [mergmersoalan yang
ada di dalam masyarakat dari bidang politik sampdang sosial budaya
harus menjadi pertimbangan utama. Sehingga pada&ng&hpenerapan
terhadap peraturan perundang-undangan tersebit b@iayak memerlukan
pengerahan institusi kekuasaan untuk melakukariya.
Karena yang ideal dalam pembentukan dan pemberlakuatu peraturan
perundang-undangan (sebagai produk hukum) adalabdassekan pada
pengakuan masyarakat (karena mencerminkan ras@dteaan memenuhi
kebutuhan masyarakat), maka dalam rangka itu @siegpenghargaan)
terhadap hukum yang hidup di dalam masyardkand law) harus menjadi
acuan utama bagi organ yang berwenang untuk menlbeperaturan
perundang-undangan. Cara yang dapat ditempuh adddagan selalu
melakukan penelitian dan pengkajian terhatiapg law ini terus menerus.
Dengan cara yang demikian itu, maka niscaya mugaulperaturan
perundang-undangan yangsponsive/populiterhadap kebutuhan masyarakat

akan diperoleh. Dan akhirnya penerimaan terhadaptusyperaturan

% Bagir MananpPasar-Dasar Perundang-undangan Indonesial-Hill. Co, Jakarta, 1992, him.
16.
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perundang-undangan tidak perlu lebih menekankana padpek teori
kekuasaan/paksaah.
PP No. 10/1983 dan PP No. 45/1990 adalah PeraRearerintah yng dibuat
secara khusus untuk Pegawai Negeri Sipil. Landassaiologis yang terdapat
dalam PP No. 10/1983 dan PP No. 45/1990 adalathatdéiondisi masyarakat
yang menganggap bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakgur aparatur
negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang hagomdi teladan yang
baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakdaxw) ketaatan kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termgisdklamnya adalah
kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu dibu&ketaturan Pemerintah
ini sebagai Penegakan Disiplin bagi Pegawai NeSigil untuk menjalankan
tugasnya sebagai aparatur negara, abdi negarapdamasyarakat.
c. Landasan Yuridis
Oleh karena peraturan perundang-undangan merupsdkiah satu produk
hukum, maka agar dapat mengikat secara umum danilikneafiektivitas
dalam hal pengenaan sanksi, dalam pembentukannya h@emperhatikan
beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan sepiati iyang dapat digunakan
sebagai landasan yuridis dari suatu peraturan @angiaundangan.
Persyaratan yuridis yang dimaksud disini adafah:
1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenangeidepang sudah
dijelaskan diatas bahwa Peraturan Pemerintah diddel Presiden untuk

menjalankan Undang-Undang.

% Hestu Cipto Handoyo, Op. Cit, him. 68-69.
37 Bagir Mananpasar-Dasar......, Op. cit, him 14-15.
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2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundadgngan dengan
materi muatan yang diatur. Dibentuknya PP No. 1&81€an PP No.
45/1990 merupakan aturan untuk melaksanakan UU1N®74. Bentuk
Peraturan Pemerintah ini telah sesuai dengan ygegimtahkan dalam
pasal 62 ayat 2 UU No0.1/1974, yaitu bahwa hal-fsam UU ini yang
memerlukan aturan pelaksana, diatur lebih lanjutarda Peraturan
Pemerintah.

3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yary deékntukan. Yakni
Peraturan Pemerintah ini dibuat oleh presiden umteRjalankan Undang-
Undang. Karena di dalam Undang-Undang masih bérsifaum dan
memerlukan peraturan yang lebih khusus.

4. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perungi@s@ngan yang
lebih tinggi tingkatannya. PP No. 10/1983 dan PP 4831990 ini paying
hukumnya adalah UU No0.1/1974. UU No. 1/1974 mempukgdudukan
yang lebih tinggi dan Peraturan Pemerintah inikidartentangan dengan
peraturan perundang-undangan diatasnya.

6. Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Melakukan Perceraian Wajib

Memperoleh 1zin atau Surat Keterangan L ebih Dahulu Dari Pejabat

Pasal 3 ayat 1 PP No. 10 1983 Jo. PP No. 45/199Qitg:

“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan percenaiavajib
memperoleh izin atau surat keterangan lebih daloiali Pejabat”.

Di dalam pasal ini memiliki 3 unsur, yakni:

a. Pegawai Negeri Sipil;
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b. Yang akan melakukan perceraian;

c. Wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

Add a

Seuai dengan tujuan dibentuknya PP No. 10/1983RfarNo. 45/1990
yang merupakan peraturan pelaksana UU No. 1/135tétiran Pemerintah ini di
buat khusus untuk mengatur perkawinan dan percerngaag dilakukan oleh
Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu aturan-atusemg terdapat dalam
Peraturan Pemerintah ini mengikat kepada setia@vregNegeri Sipil tanpa

terkecuali.

Add b

Kalimat “akan melakukan perceraiardalam pasal ini berarti bahwa
Pegawai Negeri Sipil tersebut mempunyai niat untwdecerai, kemudian
mengajukan surat permohonan cerai ke pengadildapitdelum mendapat
putusan dari pengadilan. Karena perceraian itadegetelah ada putusan cerai
dari pengadilan. Putusan Pengadilan bisa saja rbaligam permohonan cerai

atau menolak permohonan cerai tersebut.

Add c

. Kata “wajib” dalam pasal ini berarti bahwa izitaa surat keterangan
dari pejabat untuk melakukan perceraian harus Hdeena hukumnya wajib,
maka apabila hal tersebut dilanggar akan mempuakdiat hukum tertentu.
Permohonan izin ini adalah bagi Pegawai Negeril $aig mengajukan gugatan

perceraian. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang digugaai juga wajib memperoleh
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surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Kaliftaibih dahulti ini berarti
bahwa surat izin atau surat keterangan tersebuishada sebelum perkara
perceraian tersebut diputus oleh pengadilan. Paglwgeri Sipil tidak bisa

meminta izin atau surat keterangan setelah peesetarjadi.

Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh IKe@adan
Administrasi Kepegawaian Negara pada 22 Desemb@&O0,19ejabat yang
dimintai izin untuk bercerai atau menerima suranperitahuan adanya gugatan
wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan igpatiperlukan dapat
memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keteassngPejabat juga harus
memberikan surat keterangan untuk melakukan peacekapada setiap Pegawai

Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitalagamya gugatan perceraian.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administkegpegawaian
Negara ini, Pegawai Negeri Sipil hanya dapat médakuperceraian bila ada

alasan yang sah, yaitu salah satu alasan ataudksiin sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zinah;

b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atgudden

c. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun béttunut tanpa izin;

d. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 8)(tahun/hukuman yang

lebih berat;

e. Salah satu pihak melakukan kekejaman/ penganiayaan;
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f. Antara suami/isteri terjadi perselisihan terus nmesielan tidak ada harapan

untuk rukun kembali.

Pada dasarnya pejabat yang dimintai izin bercdedi ®egawai Negeri
Sipil akan melakukan 2 (dua) hal, yaitu menolakuat@engabulkan pemintaan

izin tersebut. 1zin perceraian akan dikabulkan dpab

a. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agang dianutnya.

b. Ada alasan.

c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundanganbgataku.

d. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak berteaiaigngan akal sehat.

Izin percerian akan ditolak apabila:

a. Bertentangan dengan ajaran Agama/peraturan Agantpdyanut.

b. Tidak ada alasan.

c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undanggrbgaaku.

d. Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangagadeakal sehat.

Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan setadglrimanya surat
permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil, pejabaiak juga menetapkan
keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atalk tidenolak permintaan izin
untuk melakukan perceraian atau tidak memberikamat sketerangan untuk

melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipig y@ersangkutan, maka
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dalam hal demikian pejabat tersebut dianggap mkmpaanintaan izin cerai yang

disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil Bawahannya.

7. Perceraian Pegawai Negeri Sipil Berkaitan Dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Pada dasarnya SEMA No. 5/1984 dibuat sebagai pgtunjkum untuk
meaksanakan PP No. 10/1983 yang kemudian bebeesmadnga dirubah dalam
PP No. 45/1990. PP No. 10/1983 adalah peraturanngang-undangan yang
dibuat oleh Presiden untuk menjalankan undang-undabagaimana mestinya.
Undang-undang yang dimaksud disini adalah Undandgabdg Nomor 1 Tahun

1974, dalam hal pihak yang berkepentingan adalghwa Negeri Sipil.

Dalam Pasal 3 ayat 1 PP No. 10/1983 Jo. PP N0.9g6/tisebutkan
bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanceraian wajib
memperoleh izin atau surat keterangan dari pejadetara analogi berarti bahwa
Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceretapi tidak mendapatkan

izin atau surat keterangan dari pejabat, maka tiidk melakukan perceraian.

Ada 8 (delapan) poin penting yang terdapat dalaMASEo. 5/1984 yang
mengatur bagaimana hakim menjalankan PP No. 10/198®g pertama,
Mahkamah Agung memperjelas kedudukan PP No. 10/1B83No. 10/1983
hanya merupakan peraturan disiplin bagi PegawaieNegipil dalam rangka
usaha pemerintah dalam membina korps Pegawai Ng®y bersih dan jujur,
hal mana banyak tergantung pada hidup kekeluargaag serasi dari Pegawai

Negeri yang bersangkutan. Hal ini juga sesuai dekgasideran PP No. 10/1983
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yang menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil adaladratur negara, abdi
negara, dan abdi masyarakat mempunyai kewajibamkumemberikan contoh
yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladaagaelwarga negara yang
baik dalam masyarakat, terutama dalam hal menjataikkhidupan berkeluarga.
Perceraian merupakan salah satu penyebab putusngergian, oleh karena itu
apabila seseorang melakukan perceraian maka iagghpn tidak dapat
mempertahankan kehidupan keluarganya. Apalagi Eppitiak yang melakukan
perceraian itu adalah seorang Pegawai Negeri $apiy harus menjadi teladan
bagi bawahannya dan masyarakat, akan berdampalkk pada masyarakat

terutama dalam menjalankan kehidupan keluarga.

Yang kedua, Mahkamah Agung mengingatkan bahwa dRasal 16 PP
No. 10/1983 ada sanksi bagi Pegawai Negeri Sipigymelanggar ketentuan
Pasal 3 ayat 1, dan Pasal 4 ayat 1, ayat 2, dan3ayaitu hukuman disiplin
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas mani sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 ayat 1 PP No. 1/3288%) telah diubah dalam PP
No. 45/1990 berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang rakaelakukan perceraian
wajib memperoleh surat izin atau surat keterangduihldahulu dari pejabat”.
Melanggar pasal ini berarti Pegawai Negeri Sipiigyakan melakukan perceraian
tidak memperoleh surat izin atau surat keterangam mkjabat, atau mungkin
Pegawai Negeri Sipil tersebut sengaja tidak memsueat izin atau surat
keterangan dari pejabat. Pasal 4 ayat 1, ayati2aglat 3 mengatur mengenai
Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih danrang. Pegawai Negeri Sipil
pria yang akan beristeri lebih dari seorang jugasianendapatkan izin terlebih

dahulu dari pejabat. Pegawai Negeri Sipil wanitiaki diperbolehkan menjadi
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isteri kedua, ketiga, dan keempat. Surat perminta@andimaksud harus dalam
bentuk tertulis, artinya seorang Pegawai Negeril 8giak boleh meminta izin

secara lisan.

Yang ketiga, Mahkamah Agung memperjelas kewenar@gamgadilan
bahwa perkara-perkara perselisihan perkawinan yemgkibat pada perceraian
adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Aganmaybag beragama Islam
dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selamldDiinstruksikan kepada
hakim agar sebelum memulai pemeriksaan perkaramhatienyuruh Pegawai
Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian pgsmintaan izin beristeri
lebih dari seorang untuk melampirkan surat izingjugerai atau permintaan izin
beristeri lebih dari seorang, dari pejabat yangattisnd dalam PP No. 10/1983

pada surat gugatan atau permohonan.

Yang keempat, sebelum dimulainya pemeriksaan perédaiPengadilan,
Pegawai Negeri Sipil wajib melampirkan surat iziaridpejabat dimaksud.
Apabila Pegawai Negeri Sipil ini belum melampirksurat izin yang dimaksud,
maka hakim memberikan waktu 6 (enam) bulan kepaszawai Negeri Sipil
bersangkutan untuk mendapatkan izin dari pejabahaksud dan tidak

diperpanjang lagi.

Yang kelima, apabila setelah jangka waktu 6 (en&ulpn tersebut
Pegawai Negeri Sipil bersangkutan tidak melampikamat izin dari pejabat dan
Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut suyapgatan cerai atau
permohonan izin beristeri lebih dari seorang, mhaékim diharuskan memberi

peringatan kepada yang bersangkutan dengan menukgajektuan-ketentua PP
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No. 10/1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberheséiaagai Pegawai Negeri
Sipil. Selama jangka waktu 6 (enam) bulan ini, kagkinan Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan dengan sengaja tidak meka@ajpermintaan izin kepada
pejabat, atau sudah meminta izin secara tertulgade pejabat tetapi dalam
jangka waktu yang ditentukan pejabat tidak mengkérasurat keputusan yang
sifatnya mengabulkan atau menolak permintaan &igebut, sehingga dianggap

bahwa pejabat bersangkutan menolak permintaantéesebut.

Yang keenam, ketika seorang Pegawai Negeri Sipilgyamengajukan
permintaan izin cerai kepada pejabat tidak men#taparin tersebut atau pejabat
yang bersangkutan mengeluarkan keputusan yangnyafatmenolak, maka
sebenarnya Pegawai Negeri Sipil tersebut harus abebhckembali gugatan
cerainya di Pengadilan. Akan tetapi apabila PegaMegeri Sipil tersebut
menghendaki untuk tetap melanjutkan gugatan cer@ajamaka pemeriksaan
perkaranya akan tetap dilanjutkan. Hanya saja aklansanksi administratif dari

korps kepegawaian yang bersangkutan.

Yang ketujuh, bagi perkara-perkara yang menyangiengenai gugatan
perceraian atau permohonan izin beristeri lebih slwrang yang diajukan oleh
Pegawai Negeri Sipil yang masih dalam proses pé&asaan dan belum diputus
oleh Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri, Pengadifeggi Agama/Pengadilan
Tinggi, Mahkamah Agung pada saat ketika Surat EddMahkamah Agung ini
dikeluarkan, maka sejauh mungkin diterapkan ketenketentuan dalam

petunjuk pelaksanaan ini.
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Yang kedelapan, setelah putusan pengadilan mempkekaatan hukum
tetap, maka pengadilan mengirimkan salinan putysarkepada pejabat yang

dimaksud oleh PP N0.10/1983 dalam waktu 1 (sati@nbu

B. Keabsahan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Dilakukan Tanpa lzin
Dari Pgabat Berkaitan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

5 Tahun 1984

Sebelum menganalisa tentang keabsahan perceraigndylakukan oleh
Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari pejabat, aftdrahas terlebih dahulu syarat-
syarat terjadinya perceraian. Terutama perceraseny yilakukan oleh Pegawai
Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan untuk mengetaterimasuk di dalam syarat
manakah surat izin dari pejabat tersebut.

1. Syarat-Syarat Terjadinya Perceraian

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang awenian
(selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan)kaernan dapat putus karena
3 hal, yaitu karena kematian, perceraian, dankapstusan pengadilan. Di dalam
Undang-Undang Perkawinan ini tidak secara tegasgatan mengenai Syarat-
syarat terjadinya perceraian. Tetapi dalam bebepgsal dapat disimpulkan
bahwa ada beberapa unsur yang harus terpenuhi galaeraian, yaitu:

a. Perceraian harus melalui lembaga peradilan (P&ay&t 1 Undang-Undang
Perkawinan).
Orang yang akan melakukan perceraian harus merayajgkirat
permohonan atau surat gugatan perceraian ke PégaBagi golongan yang

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam makaghonan cerai



62

diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan yang mieakperkawinan di
luar agama Islam maka gugatan diajukan ke Pengadigeri.

Dalam mengajukan permohonan cerai di pengadilalinsesurat
permohonan cerai-nya sendiri juga diperlukan ssue#t atau syarat-syarat
lain yang diperlukan sebagi pelengkap syarat adnatif. Khusus untuk
Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan pasal 3 al& Mo. 10/1983 Jo. PP No.
45/1990 diwajibkan adanya surat izin terlebih dahulari pejabat.
Berdasarkan SEMA No. 5/1984 surat ijin tersebutidiamunuk dilampirkan
bersama-sama dengan surat gugatan.

b. Ada usaha perdamaian (Pasal 39 ayat 1 Undang-UrRiznkgwinan)

Pasal 31 PP N0.9/1975 mempertegas lagi jiwa yakgridung dalam
pasal 39 ayat 1 UU No. 1/1974, yaitu kepada halamgymemeriksa gugatan
perceraian dibebani kewajiban untuk berusaha meai#tam para pihak.
Usaha mendamaikan itu tidak sebatas hanya padeyfértama saja, tetapi
usaha untuk mendamaikan merupakan ikhtiar yangriklére kepada hakim
pada setiap persidangan selama perkara belum diptial ini berbeda
dengan pemeriksaan kasus perdata lainnya, dimasemipatan untuk
melakukan perdamaian hanya terbuka pada waktugsidirtama saj&

Bila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajulgugatan
perceraian baru berdasarkan alasan atau alasamaj@mg ada sebelum
perceraian dan telah diketahui oleh penggugat psdat dicapainya
perdamaian. Misalnya, alasan gugatan perceraiatabadzerjudian. Atas

alasan perjudian tersebut dicapai perdamaian déelwse perdamaian,

% R. Soetojo Prawirihamidjojo dan Marthalena Pol8gjarah Perkembangan Hukum Perceraian
di Indonesia dan Belanda, Airlangga University By&irabaya, 1986, him 156.
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penggugat telah mengetahui bahwa tergugat selaijugiejuga pemabuk,
akan tetapi hal tersebut tidak diajukannyasecagastedengan demikian,
pengetahuannya tentang pemabuk tersebut telahgdipngeliputi maksud
perdamaian. Oleh karena itu, gugatan perceraiagasealasan pemabuk tidak
dapat diterima karena alasan tersebut telah diketdah penggugat sebelum
perdamaian tercapai dan alasan pemabuk oleh hudamdianggap tercakup
dalam perdamaian. Akan tetapi, bila alasan pemé&huttiketahui penggugat
setelah perdamaian tercapai, maka alasan tersepat digunakan sebagai
alasan perceraian karena belum tercakup dalam rparda yang telah
tercapar’

c. Memenuhi alasan-alasan perceraian yang ditentukégh @eraturan
perundang-undangan (Pasal 39 ayat 2 Undang-UndakgWAnan)

Pasal 39 ayat 2 UU No. 1/1974 menentukan bahwauntlakukan
perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara stenintidak akan dapat
hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan kedenPasal 39 ayat2 UU
No. 1/1974 tersebut, alasan perceraian semata-miak@sarkan kepada
ketidakmungkinan tercapainya kerukunan antara suateri dalam suatu
kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, sebenarnysamaltersebut diperjelas
lagi dalam penjelasan pasal demi pasal atas Pasale® 2 UU No. 1974 yang
kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 19 PP No.79/1Balam penjelasan
tersebut ada beberapa peristiwva yang dapat dijadigebagai alasan
perceraian yang sama dengan apa yang diatur dadaal P9 PP No. 9/1975

yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No.74/19

*bid.



64

Adapun alasan-alasan perceraian dimaksud, tetagi a
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemgirrkadat, penjudi,
dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Zina termasuk salah satu alasan untuk memutuskexavean
dengan gugatan perceraian. Penjelasan tentangtidala terdapat pada
UU No. 1/1974. Adapun definisi yang umum tentang §png disebut
zina bagi seseorang yang telah terikat dalam spatkawinan adalah
hubungan seksual yang dilakukan oleh suami ateu déngan seorang
pihak ketiga yang berlainan jenis kelamin.

Barang siapa menyetujui perzinaan oleh suami as&erinya
dengan seorang pihak ketiga, adalah bertangguragpjatas perzinaan itu
dan bertentangan dengan kesusilaan apabila ia kemushenuntut
perceraian berdasarkan perzinahartitu.

Pada prinsipnya, apabila isteri hendak menuntutgraran atas
dasar zina, ia harus dapat membuktikan bahwa syantglah berzina
dengan wanita lain. Pada mulanya alasan ini siltitkiikan, apalagi bila
pihak untuk siapa alasan tersebut digunakan, mekmkan perbuatan
tersebut. Biasanya pihak yang bersalah digugah ldahulu dihadapan
hakim pidana dan atas dasar putusan ini, perkadaaya tidak akan
mengalami kesulitan untuk diputus karena hakim ktidtmemerlukan
pembuktian yang lain.

Disamping zina, terdapat alasan-alasan lain yapgtddigunakan

sebagai alasan untuk menuntut perceraianyang disgdlam sub a

0 |pid, him 142
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penjelasan pasal 39 ayat 2atau pasal 19 PP No/®/jfitu pemabuk,
pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan.

Antara zina di satu pihak dengan pemabuk, pemadapdnjudi di
lain pihak terdapat perbedaan. Zina tidak perluup&kan perbuatan yang
sudah menjadi ketagihan yang tidak dapat disembuldgi. Asal sudah
dilakukan satu kali saja dan perbuatan zina ituatiapbuktikan atau
tertangkap tangan, sudah cukup untuk menuntut @eace Lain halnya
dengan alasan pemabuk,pemadat dan penjudi.perbtextsebut harus
merupakan perbuatan yang sudah sukar untuk di (sealah ketagihan).
Misalnya, permainan judi itu sudah demikian seryagdilakukan karena
ketagihan sehingga menjual barang-barang dari parteawinan, bahkan
menjual barang-barang mertuanya untuk dijudikan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain seldua tahun berturut-
turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasamgysah atau karena hal
lain di luar kemampuannya.

Pada prinsipnya meninggalkan tempat kediaman:

1. Harus dengan penuh kesadaran kehendak bebas;

2. Bukan karena keadaan memaksa yang tidak dapakkhela

3. Tanpa izin pihak yan lain, kecuali seperti yangedig dalam sub 2 di
atas;

4. Perbuatan itu harus berturut-turut untuk waktu nuplsedikit dua

tahun.

“1\bid, him 144
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Akan tetapi, sulit menentukan apakah alasan tetgepat sebagai
alasan: meninggalkan tempat kediaman atau tidaksalhlya, suami
mencari lapangan pekerjaan yang lebih baik di téngoa daripada di
tempat kediamannya. Setelah suami kebetulan mehgagarjaan yang
lebih baik, mengajak atau mengirim surat kepadsirsta supaya dating
ketempat yang baru tersebut. Ternyata isteri m&npé&amintaan denga
alasan bahwa lebih senang di tempat yang lama, demik segi social
lingkungan sosialnya maupun factor keluarg yang ekdan juga
bertempat kediaman di tempat yang lama. Setelamisu@mbujuk isteri
untuk pindah ketempat yang baru dan tetap menaa&mi menuntut
percerian dengan alasan bahwa isteri meninggalkampat kediaman
bersama atau enggan untuk hidup bersama sebagaiistexi.

Walaupun Pasal 32 ayat 2 UU No. 1/1974 menentulkehwa
tempat kediaman bersama ditentukan oleh suamii ist&pi dengan
menghubungkan pasal 34 ayat 1 dan 2 UU No. 1/1@mgjah pasal 31
ayat 3 UU No. 1/1974, suami sebagai kepala kelulaegkewajiban untuk
melindungi dan memenuhi kehidupan keluarga dan hurtengga,
sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga berkeavajuintuk mengatur
rumah tangga. Oleh karena itu, keengganan untuklapinketempat
pekerjaan suami yang dianggap lebih baik, dapatsikan enggan untuk
hidup bersama, yang berarti meninggalkan tempatakexh bersama

tanpa izin dan alasan yang $ah.

“2bid, him 146
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Penyebutan kata “berturut-turut” dalam pasal 19NRP 9/1975
sub b adalah penting, karena bila tidak disebutkarara tegas, maka
kemungkinan kepergian yang terputus-putus, asalajumya dua tahun
atau lebih, dapat dijadikan alasan untuk menurgrggraian.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama thhun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan beslang

Baik suami atau isteri dapat menuntut perceraign dalah satu
pihak dijatuhi pidana. Akan tetapi hal tersebutubarerupakan alasan
perceraian bila pidana tersebut dijatunkan setielghdinya perkawinan.
Di dalam UU No 1/1974 menentukan bahwa hukuman nrahiadalah
lima tahun, waktu lima tahun ini adalah cukup untudmpertimbangkan
apakah perkawinan mereka dilanjutkan atau tidak.

Tuntutan atasa dasar ini cukup dengan melampirkamnsan
pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapne® putusan
hukum tersebut bagi hakim merupakan suatu buktgyewkup untuk
mengabulkan tuntutan perceraian.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengeamaberat yang
membehayakan pihak lain.

UU No. 1/1974 tidak menjelaskan lebih lanjut tegt&ekejaman
atau penganiayaan berat yang bagaimana yang dapdika@h alasan
untuk menuntut perceraian. Dalam ketentuan terselnta terdapat
kata-kata : “Yang membahayakan terhadap pihak yamj. Tentang

perbuatan yang bagaimana yang bersifat membahayakamnga tidak
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terdapat penjelasannya.. tamaknya pembentuk undashmag hendak
menyerahkan penafsiran kepada hakim.

Penyebuttan kata “membahayakan” di dalam ketenteesebut
memang sudah seharusnya untuk mennghindari suahafspan,
misalnya saja baru kena tampar satu kali, yanghbdlkatakan tidak
membahayakan, digunakan sebagai alasan untuk nuénpertceraian.
Sebaliknya, dalam mengajukan gugatan yang bendutan perceraian
dilampirkan visum dokter yang menyatakan bentuk ejeekan atau
penganiayaan yang dilakukan unuk memudahkan hakiatand
pemeriksaannya. Terserah pada hakim apakah visusebte cukup
untuk dijadikan bukti atau tidak, sebab menuruekitann yang berlaku,
hakim tidak terikat oleh visum tersebut.

Kekejaman yang meliputi jiwa (mental) yang berugaghinaan
yang melampaui batas dapat ditafsirkan sebagaijd®eke yang dapat
membahayakan, yaitu membahayakan jiwa (mental) yengangkutan,
sehingga kekejaman itu tidak merupakan ancamdradep jasmani,
tetapi kekejaman yang mengancam dan membahayalka engan
demikian, kategori kekejaman harus diperluas darcaman yang
membahayakan jasmani, menjadi kekejaman yang jegeamcam jiwa.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau peggakitmengakibatkan
tidaka dapat menjalankan kewajibannya sebagai sigéeni

Alasan ini tidak begitu perlu mendapat penjelasareka telah
diketahui sejauh mana pengertian penyakit yang paercacat yang

mengakibatkan suami atau isteri tidak dapat melakukewajiban-
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kewajiban sebagai suami isteri. Misalnya, sakitatag atau gila, lepra,
dan sebagainya.

Adakalanya cacat atau penyakit itu disembunyikah ghlah satu
pihak sehingga pihak yang lain tidak mengetahuirp@da saat
perkawinan dilangsungkan. Bila cacat badan atauyghén tersebut
menurut penilaian hakim menyebabkan seseorang tidipat
menjalankan kewajibannya, maka alasan tersebut dégpaakan untuk
menuntuk perceraian.akan tetapi, bila cacat batian@enyakit tersebut
telah diketahui oleh pihak lain, dengan sendiritigak dapat dijadikan
alasan untuk menuntut perceraian. Dalam hal imjgb@san seorang ahli
kedokteran tampaknya akan sangat bermanfaat balgimhadalam
memberikan keputusannya.

f. Antara suami isteri terus terjadi perselisihan gentengkaran dengan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rutaiadpga.

Kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinanai@da dapat
tercapai, bila suami isteri terus menerus bersetian bertengkar apapun
alasannya, keadaan sedemikian rupa sangat tidagumemgkan kedua
belah pihak dan anak-anak mereka. Undang-undang beré@mn
kesempatan kepada mereka untuk bercerai bila pgagdierpendapat
bahwa kerukunan dalam rumah tangga tidak munglan grcapai lagi

Adapun alasan-alasan yang menimbulkan perselisidan

pertengkaran antara suami dan isteri adalah tidddatas. Akan tetapi,
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pada umumnya perselisihan dan pertengkaran tersddgoéit terjadi

karena berbagai faktor, antara |ain:

1. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut geunarkarena
isteri yang terlalu boros atau suami yang tidak yeemhkan
penghasilannya kepada isteri. Perselisihan daenmaran masalah
keuangan merupakan factor utama penyebab terjagiesselisihan
dalam rumah tangga yang mengakibatkan kehidupah talagga
tidak tentram dan kehilangan keharmonisannya.

2. Perselisihan atau pertengkaran yang menyangkutnigainuseksual
yang mengakibatkan konflik antara suami isteri,ekar salah satu
pihak tanpa alasan menolak untuk melakukan hubusgknal atas
karena salah satu pihak merasa tidak puas sehtagggksa mencari
kepuasan di luar.

3. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut gesbeagama
ataupun tentang kepatuhan dalam menjalankan ibaagmMa,
mengakibatkan pertengkaran yang tidak ada akhiriexbedaan
agama merupakan faktor penyebab perselisihan daenpgkaran
antara suami isteri karena pihak yang satu memakskdéhendaknya
, Supaya pihak yang lain mengikuti aturan dan kexakagama yang
dianutnya dan demikian sebaliknya.

4. Perselisihan dan pertengkaran karena adanya perbgoandapat
antara suami isteri di dalam mengasuh dan mendadigk-anak

mereka, bila hal yang demikian ini telah mengaki@gberselisihan

“3bid, him 150
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dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggak takpat
diharapkan lagi kerukunan daam rumah tangga, mekaliknya
perkawinan diputuskan dengan perceraian.

2. Keabsahan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Dilakukan Tanpa lzin

Dari Pegjabat

Secara hirarki kedudukan SEMA No. 5/1984 lebih eéndaripada PP No.
1/1983 dan PP No. 45/1990, karena SEMA ini berfurggbagai petunjuk
pelaksanaan kedua Peraturan Pemerintah terselait. k@tena itu hal-hal yang
diatur dalam SEMA tidak boleh bertentangan dengamatBran Pemerintah.
Berdasarkan SEMA No. 5/1984, perceraian yang ddaRkwleh Pegawai Negeri
Sipil tanpa memperoleh izin dari pejabat tetap §ihdalam SEMA ini apabila
Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugat ceraindavaktu 6 (enam) bulan
tidak melampirkan surat izin dari pejabat maka pexkakan tetap dilanjutkan.
Dilanjutkannya perkara ini tidak bertentangan deng® No. 10/1983, meskipun
dalam PP No. 10/1983 surat izin dari pejabat sy@adalah wajib. Hal ini karena
kewajiban memperoleh surat izin dari pejabat addilam ruang lingkup korps

kepegawaian, tidak berkaitan dengan materi peraran

Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terkgditulu dari pejabat
bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri &mskbut tidak mengurangi
ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga wemka dan perceraian itu
sendiri** Perceraian akan tetap sah apabila syarat-sydeah dmateri perkaranya
terpenuhi, yaitu perceraian harus melalui sidanggpdilan, harus ada usaha

perdamaian terlebih dahulu dan harus memenuhirasaan yang diatur dalam

* Penjelasan atas PP No. 10/1983
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peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini naataikan berhubungan dengan
akibat-akibat yang ditimbulkan dari perceraian dbrg, yaitu mengenai

penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

C. Akibat Hukum Dari Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Dilakukan

Tanpa Memperoleh |zin Dari Pejabat

Karena kewajiban untuk meminta izin dari pejab&itsya administratif,
maka apibala hal ini dilanggar akan menimbulkarbakhukum yang bersifat
administratif juga. Pelanggaran ini akan menimbualRgdua) akibat hukum, yaitu
akibat hukum terhadap perceraiannya dan akibatrhukang ditimbulkan dari

perceraian tersebut.

1. Akibat Hukum Terhadap Perceraian

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasaasdibbhwa status
hukum perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negigil tanpa izin dari
pejabat adalah tetap sah. Putusan perceraiamak biatal demi hukum dan tidak
dapat dimintakan pembatalan. Hal ini karena ada tdiaknya izin dari pejabat
tidak mempengaruhi pemeriksaan terhadap pokok pmrka. Izin dari pejabat
berpengaruh terhadap akibat-akibat administratifngyaditimbulkan dari

perceraian.

2. Akibat Hukum Setelah Terjadinya Perceraian

Akibat hukum setelah terjadinya perceraian iniefliginkan terhadap sanksi

bagi pihak yang melanggar dan hak-hak serta keamjewajiban bagi para
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pihak. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perearaanpa izin dari pejabat
akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administiaif sanksi disiplin. Hal
mengenai sanksi ini diatur dalam Pasal 16 PP NA.983 yang diubah dalam
Pasal 1 angka 11 PP No. 45/1990 sehimgga berbBegdwai Negeri Sipil yang
melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketarfasal 2 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, titelkporkan perceraiannya dalam
jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terpitunulai terjadinya
perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya ykedua/ketiga/keempat
dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahtnitieg sejak perkawinan
tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuniaiplin berat berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentargju?an Disiplin Pegawai
Negeri Sipil”. Selain Pegawai Negeri Sipil yangdsergkutan harus melaporkan,
Pengadilan yang memutus perkara perceraian tergegat mengirim salinan

putusan kepada pejabat yang dimaksud dalam waktubgkan.

Dalam PP No. 30/1980, ada 4 jenis hukuman dish@iat,yaitu:

a. Panurunan pangkat pada pangkat yang setingkat febifiah untuk paling

lama satu tahun.

b. Pembebasan dari jabatan.

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permine@irssebagai Pegawai

Negeri Sipil.

d. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PegaagariNSipil.
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Selain pemberian sanksi terhadap pihak yang metanggla hak dan
kewajiban yang ditimbulkan. Berdasarkan Pasal & Ay@P No. 8/1983, apabila
perceraian tersebut atas kehendak Pegawai Negaiti (8ia, maka ia wajib
meyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bsteas dan anak-anaknya.
Karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Reddegeri Sipil pria maka
bekas isteri dan anak-anaknya akan sangat diruglk#eri yang sudah dicerai
tidak bisa menikmati sebagian gaji suaminya apalslaminya tersebut
mendapatkan hukuman disiplin berupa pemberhengsgah hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil peanberhentian dengan tidak
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kedua hukudisiplin ini menyebabkan
Pegawai Negeri Sipil tidak lagi menjadi seorangaieg Negeri. Oleh karena itu
ia tidak lagi mendapatkan gaji untuk penghidupatabasteri dan anak-anaknya.
Hanya saja bedanya adalah Pegawai Negeri Sipil yhingrhentikan dengan
hormat masih mendapat hak-hak kepegawaian berdasasgtaturan perundang-
undangan yang berlaku. Hak-hak tersebut antara(BitHak untuk mendapatkan
pensiun, (2) hak untuk mendapat uang tunggu. Sédangegawai Negeri Sipil
yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak akendapatkan hak-hak apapun.
Salah satu yang berhak mendapatkan pensiun adalda/guda pegawai, artinya

perkawinan tersebut putus karena kematian.

Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan hukuman laiisiperupa
panurunan pangkat pada pangkat yang setingkat tebidah untuk paling lama
satu tahun atau pembebasan dari jabatan masihnetagapatkan gaji, karena ia
masih tetap menjadi seorang Pegawai Negeri. Olebnkaitu bekas isteri dan

anak-anaknya masih harus berhak atas sebagiarsugajinya. Bendaharawan
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gaji wajib menyerahkan secara langsung bagianygajg menjadi hak isteri dan
anak-anaknya sebagai akibat terjadinya percertaapa lebih dahulu menunggu
pengambilan gaji Pegawai Negeri Sipil bekas suangytelah menceraikannya.
Bekas isteri dapat mengambil bagian gaji yang nuerfjaknya secara langsung
dari bendaharawan gaji, dengan surat kuasa, apmt deeminta untuk dikirimkan

padanya.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-

bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan

saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

A. Kesimpulan

1.

Izin dari pgabat untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sifatnya adalah wajib. Tetapi
kewgjiban melampirkan surat izin dari pejabat ini bersifat administratif
sgja. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983, hakim diwajibkan untuk mengingatkan Pegawa Negeri Sipil yang
bercerai untuk melampirkan surat izin cerai dari pejabat. Apabila selama
jangka waktu 6 bulan Pegawa Negeri Sipil bersangkutan tidak
melampirkan surat izin cerai dari  pegabat, maka hakim harus
memperingatkan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Setelah
diperingatkan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkaranya. Karena
adanya izin tersebut hanya bersifat administratif maka perceraian yang

dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap sah.

75
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2. Perceraian yang dilakukan tanpa izin dari pejabat oleh Pegawai Negeri
Sipil tetap sah, oleh karena itu dengan tidak adanya izin tersebut tidak
berpengaruh terhadap putusan perceraian. Artinya, putusan perceraian ini
tidak batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan. Karena izin
dari pgjabat ini bersifat administratif, maka akibat hukumnya pun bersifat
administratif, yaitu Pegawai Negeri Sipil tersebut dijatuhi salah satu
hukuman disiplin berat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor

30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah
Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada Pegawai
Negeri Sipil sehingga dapat memahami dan mengetahui perihal keabsahan
perceraian yang dilakukan tanpa izin dari pegabat. Pembinaan
dimaksudkan agar Pegawal Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian
tetap melaksanakan dan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak
merugikan dirinya atau orang lain (bekas isteri dan anak-anaknya).

2. Bagi Mahkamah Agung
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dibuat sebagai
petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
Sedangkan peraturan pemerintah ini sebagian pasalnya telah dirubah
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Oleh karena itu

hendaknya Mahkamah Agung mengkaji ulang dan memperbaharui Surat
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Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 terutama mengenai
kedudukan surat izin perceraian dari pejabat.

. Bagi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan peraturan perundang-undangan proses perceraian Pegawal
Negeri Sipil tidaklah sulit. Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil yang
melakukan perceraian hendaknya mematuhi apa yang sudah diatur dalam

peraturan perundang-undangan sehinggatidak ada pihak yang dirugikan.
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